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SEKAPUR SIRIH

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan
hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga Buku Konsepsi dan Telaah
Implementasi Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) Lintas Sektor
(LS) dapat diselesaikan. Buku ini memuat milestone pelaksanaan manajemen
risiko organisasi dan persiapan pembahasan MRPN Lintas Sektor yang dilakukan
penulis, standar manajemen risiko, dan telaah implementasi MRPN Lintas Sektor.
Buku ini juga mengupas prinsip, kerangka kerja dan proses MRPN berdasarkan
sintesis teori dan kebijakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun
2023 Tentang MRPN Lintas Sektor yang diharapkan sebagai upaya transformasi
tata kelola dalam perencanaan strategis nasional. Karakterisik Lintas Sektor
pada prinsip MRPN yaitu mengakomodasi kolaborasi mencakup aspek
koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi penyelenggaraan manajemen
risiko, serta agregasi dan konsolidasi risiko organisasi dan risiko lintas sektor
melalui pemetaan stakeholder, keterkaitan antara risiko strategis dan risiko
operasional lintas sektor.

Buku ini disusun dengan cara penyampaian yang sistematik, dan berisi pilot
study dan contoh telaah implementasi MRPN Lintas Sektor sehingga diharapkan
memberikan gambaran yang mudah dipahami. Bidang yang dibahas pada buku
ini terkait Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan program Kerjasama Pemerintah dan
Badan Usaha (KPBU). Pemahaman Konsepsi dan Telaah Implementasi MRPN
Lintas Sektor ini dapat membantu untuk meningkatkan kualitas tata kelola dan
efektivitas pencapaian sasaran pembangunan. 

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak
yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku. Semoga buku ini dapat
memberikan manfaat bagi pembaca, para pembuat kebijakan, akademisi,  
pelaku bisnis, komunitas, masyarakat, dan semua pihak yang berkepentingan.  
Namun, penulis menyadari buku ini tak lepas dari kekurangan, oleh karena itu,
penulis menyampaikan permohonan maaf untuk kritik dan saran demi perbaikan
di masa mendatang.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Staf Ahli Bidang Ekonomi Maritim
Tim Pelaksana Komite MRPN 
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Dr. Ir. H. Sugeng Santoso, MT, QRGP, CGRE

SAMBUTAN

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-
Nya, sehingga buku "Konsepsi dan Telaah Implementasi Manajemen Risiko
Pembangunan Nasional Lintas Sektor", yang ditulis oleh DR. Ir. Sugeng Santoso,
dkk, ini dapat terselesaikan dengan baik. Buku ini hadir sebagai jawaban atas
tantangan kompleksitas dan ketidakpastian yang dihadapi dalam proses
pembangunan nasional yang melibatkan berbagai sektor.

Pembangunan nasional yang berkelanjutan dan inklusif memerlukan perencanaan
dan pelaksanaan yang matang serta tanggapan yang cepat terhadap berbagai
risiko yang mungkin timbul. Manajemen risiko lintas sektor menjadi kunci untuk
memastikan bahwa setiap langkah yang diambil dalam pembangunan nasional
mampu mengantisipasi dan merespons risiko secara efektif, sehingga tujuan
pembangunan dapat tercapai dengan optimal.

Buku ini diharapkan dapat menjadi panduan yang komprehensif bagi para
pemangku kepentingan di berbagai sektor, baik itu pemerintah, swasta, akademisi,
maupun masyarakat umum. Dengan pendekatan yang holistik, buku ini membahas
berbagai aspek penting dalam manajemen risiko, mulai dari identifikasi, analisis,
penilaian, hingga mitigasi risiko. Buku ini juga dilengkapi dengan contoh aplikasi
untuk Pembangunan Destinasi Pariwisata Super Prioritas di Labuan Bajo (Nusa
Tenggara Timur).

Saya percaya bahwa buku ini akan memberikan kontribusi yang signifikan dalam
memperkuat kapasitas kita dalam menghadapi risiko dan tantangan yang ada di
depan mata. Semoga buku ini dapat menjadi referensi yang berguna dan
menginspirasi berbagai pihak untuk terus berinovasi dan berkolaborasi dalam
mewujudkan pembangunan nasional yang lebih baik.

Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah
berkontribusi dalam penyusunan buku ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa
senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan-Nya kepada kita semua dalam
menjalankan tugas dan tanggung jawab kita.
Salam sejahtera bagi kita semua,

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Guru Besar, Sekolah Bisnis & Manajemen, Institut Teknologi Bandung (SBM-ITB)

Prof. DR. Ir. Sudarso Kaderi Wiryono, DEA.,
iii iv
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SAMBUTAN SAMBUTAN

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami mengucapkan terima kasih yang
sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah berkontribusi sehingga dapat
diterbitkannya buku "Konsepsi dan Telaah Implementasi MRPN Lintas Sektor".
Buku ini merupakan salah satu upaya untuk lebih memahami penerapan MRPN
Lintas Sektor, karena risiko pembangunan tidak hanya bersifat sektoral, tetapi
juga lintas sektor. Hampir seluruh kegiatan Kementerian/Lembaga/Pemerintah
Daerah merupakan kegiatan lintas sektor, sehingga sangatlah strategis kegiatan
mengendalikan risiko pembangunan di berbagai sektor yang menjadi fokus
MRPN. Melalui Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang MRPN
(Perpres 39/2023), pemerintah Indonesia untuk pertama kalinya mulai
melakukan penerapan MRPN secara terintegrasi. 

Dalam buku ini, para penulis mengulas berbagai aspek terkait manajemen risiko,
termasuk metodologi, praktik terbaik, pemetaan pelaku (stakeholder), dan studi
kasus. Buku ini berfokus pada tantangan pembangunan indonesia yang terkait
dengan pelaksanaan KPBU SPAM Regional 1 Jatiluhur, risiko pada dalam sektor
pariwisata dan ekonomi kreatif yang memiliki potensi besar untuk mendukung
pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sehingga perlu dikelola
risikonya untuk memaksimalkan hasilnya bagi pembangunan. 

Akhir kata, Semoga buku ini dapat memberikan wawasan dan inspirasi bagi kita
semua. Terima kasih, dan semoga kita selalu diberikan keberkahan dalam setiap
langkah kita

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, atas rahmat Allah SWT, ini merupakan hal yang baik dengan
diluncurkannya buku “Konsepsi dan Telaah Implementasi MRPN Lintas Sektor”. Sebagai
Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif, saya merasa sangat terhormat dapat
memberikan kata sambutan pada kesempatan ini. Buku ini hadir pada saat yang tepat, di
mana Indonesia tengah gencar mendorong pertumbuhan ekonomi digital dan kreatif.
Industri game gim, sebagai salah satu subsektor yang paling dinamis dalam ekosistem
ekonomi kreatif, memiliki potensi yangsangat besar untuk berkontribusi pada
perekonomian nasional. Namun, seperti halnya industri lainnya, industri gim juga
menghadapi berbagai risiko, mulai dari risiko bisnis hingga risiko geopolitik. Manajemen
Risiko Lintas Sektor yang efektif menjadi kunci keberhasilan dalam
mengembangkan industri gim nasional. Dengan mengidentifikasi dan mengelola risiko
secara proaktif, kita dapat menciptakan lingkungan bisnis yang lebih kondusif bagi
pelaku industri gim untuk berinovasi dan berkembang. Selain itu, manajemen risiko juga
dapat membantu kita untuk melindungi investasi yang telah ditanamkan dalam sektor
ini. Saya melihat beberapa poin penting yang perlu kita soroti terkait peran manajemen
risiko lintas sektor dalam pengembangan industri gim:

Mitigasi Risiko Bisnis: Industri gim sangat dinamis, dengan tren yang berubah dengan
cepat. Manajemen risiko dapat membantu kita mengantisipasi perubahan pasar dan
teknologi, sehingga kita dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk tetap
relevan 
Peningkatan Daya Saing: Dengan mengelola risiko dengan baik, produk gim buatan
Indonesia dapat memenuhi standar kualitas internasional dan bersaing di pasar
global.
Perlindungan Investasi: Manajemen risiko dapat membantu melindungi investasi yang
telah ditanamkan dalam pengembangan gim, baik dari investor lokal maupun asing.
Pengembangan Sumber Daya Manusia: Manajemen risiko juga dapat mendorong
pengembangan sumber daya manusia yang kompeten di bidang pengembangan
gim, sehingga kita dapat menghasilkan produk gim yang berkualitas tinggi.

Saya berharap buku ini dapat menjadi referensi yang sangat berguna bagi para pembuat
kebijakan, pelaku industri, akademisi, dan semua pihak yang berkepentingan dalam
pengembangan industri gim nasional. Mari bersama-sama kita wujudkan Indonesia
sebagai pusat pengembangan gim yang berdaya saing di tingkat global.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Catatan Editor

MRPN merupakan kegiatan yang terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan
entitas yang terlibat dengan risiko pembangunan nasional. Penerapan MRPN tidak
hanya mendukung tercapainya sasaran pembangunan nasional tetapi juga mendorong
entitas MRPN untuk lebih proaktif dan antisipatif terhadap perubahan organisasi dan
lingkungan. Lebih jauh lagi, MRPN memberikan keyakinan bagi entitas dalam
menghadapi ketidakpastian, sehingga dapat mengelola risiko dengan lebih efektif dan
efisien.

Buku ini merupakan hasil dari upaya bersama dalam menyusun dan menyebarluaskan
informasi penting mengenai Konsepsi dan Telaah Implementasi MRPN Lintas Sektor
yang menjadi kunci dalam mempercepat pembangunan nasional Indonesia. Negara
Indonesia memiliki cita-cita untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, maju, adil,
dan makmur. Untuk mencapai tujuan ini, percepatan pembangunan nasional di
berbagai bidang menjadi prioritas utama, yang memerlukan rencana pembangunan
nasional yang matang dan terintegrasi. Dalam konteks ini, manajemen risiko
memainkan peranan yang sangat penting.

Karya ini disusun untuk memberikan landasan yang kuat dalam pemahaman dan
penyelenggaraan manajemen risiko lintas sektor di berbagai kementerian, lembaga,
pemerintah daerah, badan usaha, dan badan lainnya. Melalui buku ini, kami berharap
pembaca akan mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang prinsip, kerangka
kerja, proses MRPN, serta bagaimana telaah implementasinya agar dapat mendukung
pencapaian tujuan pembangunan nasional yang lebih baik.

Sistematika buku ini tersusun atas 5 Bab yaitu Bab I  Standar Manajemen Risiko dan
Milestone Penerapan di Indonesia membahas Standar Manajemen Risiko (Committee of
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission Enterprise Risk Management
(COSO ERM), Australia/New Zealand (AS/NZS 4360 : 2004), The International
Organization for Standardization (ISO) 31000, dan Milestone Manajemen Risiko di
Indonesia). Bab II Telaah MRPN Lintas Sektor terkait Konsepsi MRPN, Urgensi Terbitnya
Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023, subjek dan objek MRPN, Struktur MRPN
Lintas Sektor Sesuai PerPres 39 Tahun 2023, Telaah MRPN Lintas Sektor, Telaah Prinsip
Manajemen Risiko Lintas Sektor, Telaah Proses MRPN Lintas Sektor, dan Konsepsi
Implementasi MRPN Lintas Sektor. 

Bab III Pilot Study Konsepsi Penyelenggaraan MRPN Lintas Sektor membahas
Pilot Study Penyelenggaraan MRPN Lintas Sektor, Proses Manajemen Risiko
Lintas Sektor KPBU SPAM Regional Jatiluhur 1, Analisis Manajemen Risiko KPBU
SPAM Regional Jatiluhur 1, dan Review/Implikasi Manajerial. Bab IV Telaah
Implementasi MRPN Lintas Sektor Bidang Pariwisata, adapun dalam Bab IV ini
terkait Peta Pelaku DPSP Labuan Bajo, Proses Manajemen Risiko, Analisis Risiko,
dan Evaluasi Risiko.  Bab V Telaah Implementasi MRPN Lintas Sektor Bidang
Ekonomi Kreatif yang berfokus pada MRPN Lintas Sektor Ekonomi Kreatif klaster
industri Gim.

Sebagai penutup, kami ucapkan terima kasih kepada pembuat kebijakan, pelaku
iindustri, akademisi, dan semua pihak yang berkepentingan:

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Prof. DR. Ir. Sudarso Kaderi Wiryono, DEA Guru Besar, SBM-ITB
Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kemenko Marves
Deputi Bidang Sumberdaya dan Kelembagaan, Kemenparekraf/ Baparekraf
Deputi Bidang Industri dan Investasi, Kemenparekraf/ Baparekraf
Deputi Bidang Pemasaran  Kemenparekraf/ Baparekraf
Deputi Bidang Ekonomi, Digital dan Ekonomi Kreatif, Kemenparekraf/
Baparekraf
Narasumber dari BPKP
Narasumber dari Bappenas
Sekretaris Deputi: 

Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, Kemenko Marvesa.
Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim, Kemenko Marvesb.
Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi, Kemenko Marvesc.
Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan, Kemenko
Marves

d.

Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kemenko Marvese.
Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan, Kemenko Marvesf.

Peserta Pelatihan dan Sertifikasi Certified Government Risk Executive (CGRE)
Batch 1 Tahun 2023
Tim Akselerasi Pemanfaatan Aplikasi Umum Berbagi Pakai Risk Management
Information Systems di Lingkungan Kemenko Marves
Tim Pelaksana Komite MRPN Kemenko Marves
Tim Inspektorat Kemenko Marves
Pelaku industri pariwisata, ekonomi kreatif, skema pembiayaan KPBU, dan
lembaga pelatihan manajemen risiko
Semua pihak yang telah berkontribusi, 

Semoga kita selalu diberikan keberkahan dalam setiap langkah kita.

vii viii

https://maritim.go.id/unitkerja/deputi-5-deputi-bidang-pariwisata-dan-ekonomi-kreatif
https://maritim.go.id/unitkerja/deputi-1-deputi-bidang-koordinasi-kedaulatan-maritim-dan-energi
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https://maritim.go.id/unitkerja/deputi-4-deputi-bidang-koordinasi-pengelolaan-lingkungan-dan-kehutanan
https://maritim.go.id/unitkerja/deputi-5-deputi-bidang-pariwisata-dan-ekonomi-kreatif
https://maritim.go.id/unitkerja/deputi-6-deputi-bidang-koordinasi-investasi-dan-pertambangan
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Gambar 1.0.0.1. Pembangunan Bukit Sylvia, Labuan Bajo
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Risiko adalah ketidakpastian yang berdampak pada sasaran (effect
of uncertainty on objectives) (ISO 31000:2018). Karena setiap
individu atau organisasi pasti memiliki tujuan/sasaran yang ingin
dicapai, maka mereka juga memiliki risiko yang harus dikelola.
Dalam buku “The Practice of Risk Management” mendefinisikan
manajemen risiko sebagai kumpulan prosedur dan aturan yang
diterapkan oleh organisasi untuk mengelola, melacak, dan
mengendalikan potensi risiko. Dengan menerapkan manajemen
risiko yang efektif, pemilik bisnis dapat meminimalkan dampak
negatif dan lebih siap menghadapi berbagai tantangan. 

Standar 

Manajemen Risiko 

Manajemen risiko berfokus pada penilaian mendalam dan
penerapan tindakan yang tepat untuk memastikan keberlanjutan
operasi perusahaan pada tingkat setinggi mungkin. Manajemen
risiko bertujuan untuk mengurangi kerugian dan meningkatkan
peluang. Dalam praktiknya, manajemen risiko dapat difokuskan
pada berbagai jenis risiko. Misalnya, risiko yang berasal dari
sumber fisik seperti bencana alam, kebakaran, kecelakaan, atau
bahkan kematian. Selain itu, risiko juga bisa berasal dari tindakan
hukum, instrumen keuangan, atau perubahan kondisi pasar yang
dapat menyebabkan kerugian signifikan.

Beberapa rujukan penting dalam manajemen risiko mencakup
pendekatan:

AS/NZS 4360 : 2004
COSO FRM
ISO 31000 : 2018

Committee of Sponsoring

Organizations of the Treadway

Commission Enterprise Risk

Management (COSO ERM)

COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway
Commission) adalah sebuah kerangka kerja yang dirancang untuk
membantu organisasi dalam mengelola risiko secara efektif dan
terintegrasi. COSO berfokus pada pengendalian internal dan
integrasi dengan strategi organisasi. COSO menggambarkan
Enterprise Risk Management (ERM) sebagai suatu proses yang
dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen, dan personil lainnya
dalam suatu entitas. Proses ini diterapkan pada penetapan
strategi di seluruh perusahaan dengan tujuan mengidentifikasi
peristiwa-peristiwa potensial yang dapat mempengaruhi entitas.
ERM bertujuan untuk mengelola risiko agar tetap berada dalam
batasan risk appetite, sehingga memberikan keyakinan yang
memadai dalam pencapaian tujuan entitas.

Dalam kerangka manajemen risikonya, COSO ERM menuntut
perusahaan untuk dapat menentukan terlebih dahulu sasaran
perusahaannya, yang terdiri dari empat kategori:

Strategis: sasaran yang mendukung dan selaras dengan misi
perusahaan.
Operasi: efektivitas dan efisiensi dari penggunaan sumber
daya perusahaan.
Pelaporan: keterpercayaan dari pelaporan.
Pemenuhan: pemenuhan terhadap hukum dan regulasi yang
berlaku.

https://docs.google.com/document/d/1SjKDQfbEyaZv296XiCviGdltC4jJw1jLrjYRze7AO1I/edit#heading=h.tyjcwt
https://docs.google.com/document/d/1SjKDQfbEyaZv296XiCviGdltC4jJw1jLrjYRze7AO1I/edit#heading=h.tyjcwt
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ERM versi COSO terdiri dari 8 komponen yang saling terkait.
Kedelapan komponen ini diturunkan dari bagaimana manajemen
menjalankan perusahaan dan diintegrasikan dengan proses
manajemen. 

Komponen tersebut meliputi:
Lingkungan Internal,
Penentuan Tujuan,
Identifikasi Kejadian,
Penilaian Risiko,
Respon Risiko,
Kegiatan Pengendalian, 
Informasi dan Komunikasi, dan
Pengawasan.

Gambar 1.1.1.1 Ilustrasi keterkaitan sasaran, komponen ERM, dan
unit kerja perusahaan

Sumber: COSO Enterprise Risk Management–Integrated
Framework (Executive Summary)

AS/NZS 4360:1995 Risk Management edisi revisi AS/NZS
4360:2004 yang diadopsi ke dalam standar internasional ISO
31000:2009 yang dirilis oleh ISO dijadikan sebagai rujukan praktik
bagi proses manajemen risiko. 

Langkah-langkahnya meliputi:
Komunikasi dan Konsultasi,
Penetapan Konteks,
Identifikasi Risiko,
Analisis Risiko,
Evaluasi RIsiko,
Perlakuan Risiko, dan
Monitor dan review.

Australia/New Zealand 

(AS/NZS 4360 : 2004) 

Gambar 1.1.2.1. Kerangka Pikir Analisis Risiko AS/NZS 

Sumber:  Buku Pedoman Australian/New Zealand Standard
(AS/NZS) Risk Management 4360:2004



Establish the context: menetapkan horison waktu dan batas
kedalaman kerangka peneltian dan memilih/
mengembangkangkan metodologi analisis risiko Supply Chain
Management (SCM) berdasarkan skema bisnis yang
dipilih/skema kebijakan yang akan diterapkan.

Identify, analyze, and integrate risk: melakukan analisis risiko
pada masing-masing segment kegiatan, menganalisis dan
kemudian menetapkan besaran pokok yang akan dipakai
sebagai tolok ukur agregat untuk menetapkan batasan
toleransi risiko (risk appetite) yang akan diterapkan.

Assess/Prioritize & treat risk: memillh parameter-parameter
kunci untuk menetapkan batas toleransi risiko yang dapat
diterima berdasarkan desain SCM yang sudah ditetapkan.

Monitor & review: mengembangkan kebijakan monitoring dan
review risko dalam rangka mengendalikan magnitude risiko
dari waktu-ke-waktu agar tetap berada dibawah batas
toleransi risiko (risk appetite) yang telah ditetapkan.
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The International Organization

for Standardization (ISO) 31000 

Standar internasional yang digunakan untuk manajemen risiko
adalah ISO 31000. Standar ini menyediakan kerangka kerja untuk
mengimplementasikan manajemen risiko, dimulai dari identifikasi,
analisis, hingga evaluasi risiko. ISO 31000 tidak berfokus pada
penentuan sistem manajemen, tetapi lebih pada membantu
organisasi dalam mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam
sistem manajemen yang lebih besar. Arsitektur ISO 31000:2018
terdiri dari tiga elemen yang saling berhubungan, yaitu prinsip,
kerangka kerja, dan proses manajemen risiko. Gambar berikut
menunjukkan bagaimana ketiga elemen ini terhubung dan
berfungsi dalam kerangka kerja manajemen risiko:

Gambar 1.1.3.1. Kerangka Kerja Manajemen Risiko

Sumber: :  ISO 31000:2018
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AS/NZS 4360:1995 Risk Management edisi revisi AS/NZS
4360:2004 yang diadopsi ke dalam standar internasional ISO
31000:2009 yang dirilis oleh ISO sebagai rujukan praktik bagi
proses manajemen risiko.
Kerangka kerja terintegrasi untuk kendali internal COSO edisi
revisi 1994: Internal Control - Intefrated Framework. COSO
merilis kerangka kerja terintegrasi untuk manajemen risiko
korporat: Enterprise Risk Management - Integrated Framework
Tahun 2004.
Kepmen BUMN No. KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan
praktik GCG pada BUMN yang mendorong penerapan
manajemen risiko di kalangan BUMN.
Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 yang secara
eksplisit menerapkan manajemen risiko pada bank di Indonesia.
Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 tahun 2008 mengenai
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang
mewajibkan seluruh pimpinan instansi pemerintahan
menyelenggarakan pengendalian internal yang efektif dan
terpadu dilengkapi manajemen risiko yang efektif sebagai
elemen di dalamnya.
Manajemen Risiko Berbasis SNI ISO 31000, BSN Tahun 2018.
Pelaksaanaan MRPN berdasarkan Perpres No. 39 Tahun 2023
tentang MRPN.
Manajemen Risiko Pembangunan Nasional sebagai bagian dari
Transformasi Tata Kelola (Rancangan Akhir RPJPN 2025-
2045):

Transformasi digital pelayanan publika.
Penataan proses bisnis dan kelembagaan
kementerian/lembaga berdasarkan prioritas nasional
(manajemen kinerja, manajemen anggaran, manajemen
risiko, dan sistem insentif kementerian/lembaga atas
pencapaian target)

b.

Penguatan sistem anti korupsi dengan prioritas
pembudayaan anti korupsi, pencegahan korupsi, dan
penerapan sistem GRC (Governance, Risk and Compliance)

c.

Milestone 

Manajemen Risiko di indonesia

Manajemen  risiko telah mengalami perkembangan signifikan di
Indonesia seiring dengan berbagai regulasi yang mendorong
penerapan praktik ini di berbagai sektor. Terdapat beberapa
tonggak penting dalam manajemen risiko di Indonesia:

Gambar 1.1.4.1. Staf Ahli Bidang Ekonomi Maritim Kemenko Marves
sebagai narasumber pada Webinar Menyongsong Indonesia Emas
2045 melalui MRPN, yang diselenggarakan oleh WAY Academy
pada 27 Juli 2023 

Sumber: : Manajemen Risiko Berbasis SNI ISO 31000, BSN Tahun
2018; Perpres No. 39 Tahun 2023 Tentang MRPN, dan berbagai
sumber lainnya, diolah
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Milestone Pelaksanaan Manajemen Risiko Organisasi dan Persiapan Pembahasan 
MRPN Lintas Sektor yang dilakukan Penulis 

No. Aktivitas Tanggal

1
Webinar Menyongsong Indonesia Emas 2045 melalui
MRPN

27 Juli 2023

2

Workshop Penyusunan Manajemen Risiko Inspektorat
dalam rangka menindaklanjuti Permenko No. 8 Tahun
2022 Tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan
Kemenko Marves

31 Agustus–2
September 2023  

3
Grand Launching Sertifikasi Manajemen Risiko Sektor
Publik

26 September 2023

4
Rapat Teknis Pendalaman Konsep Pedoman Kebijakan
MRPN

29 September 2023

5
Diklat Sertifikasi Certifified Government Risk Executive
(CGRE)

23-24 Oktober 2023

6
Rapat Koordinasi Awal Pilot Study Penyelenggaraan
MRPN

25 Oktober 2023

7
Diskusi Strategi Penguatan Peran Komite MRPN dalam
Penyelenggaraan MRPN Lintas Sektor Berdasarkan
Perpres 39/2023

20 November 2023

8 Rapat Tim Pelaksana MRPN Tingkat Eselon II 22 Januari 2024

9
Usulan Nama untuk Penugasan sebagai Tim Pelaksana
MRPN

29 November 2023

10 Rapat Tim Pelaksana MRPN Tingkat Eselon I 23 Januari 2024

11 Rapat Komite MRPN Tahun 2024 30 Januari 2024

12 Wisuda LSP BPKP Tahun 2024  12 Februari 2024

13 Rapat Penyampaian Masukan Pedoman MRPN  21 Februari 2024

14
Rapat Koordinasi Peningkatan Implementasi Manajemen
Risiko dan Risk Management Information System (RMIS)

17–20 Maret 2024

Milestone Pelaksanaan Manajemen Risiko Organisasi dan Persiapan Pembahasan
MRPN Lintas Sektor yang dilakukan Penulis 

No. Peran dan Kehadiran Penyelenggara

1
Sugeng Santoso Staf Ahli Bidang Ekonomi Maritim
(mewakili Menko Marves) sebagai Narasumber 

The WAY Academy  

2
M. Jalu W.A (Inspektur) sebagai Pimpinan Rapat,
Sugeng Santoso

Kemenko Marves
(Inspektorat)

3
Sugeng Santoso, 
M. Jalu W.A

BPKP (Sekretaris
Utama)  

4 Sugeng Santoso   
Bappenas (Direktur
PEPP Sektoral)  

5
Sugeng Santoso, 
M. Jalu W.A 

BPKP (Deputi Kepala)   

6
Sugeng Santoso, 
M. Jalu W.A

BPKP (Deputi Kepala)  

7 Sugeng Santoso sebagai narasumber
Bappenas (Direktur
PEPP Sektoral)  

8 M. Jalu W.A  Bappenas  

9
Sugeng Santoso, 
M. Jalu W.A 

Kemenko Marves
menjawab Surat
Bappenas  

10 Sugeng Santoso  Bappenas  

11 Sugeng Santoso mewakili Menko Marves Bappenas  

12
Sugeng Santoso sebagai wisudawan CGRE & Tim
Formatur Kompartemen MR Sektor Publik, 
M. Jalu W.A sebagai wisudawan CGRE

BPKP  

13 Sugeng Santoso sebagai narasumber  
Bappenas (Direktur
PEPP Sektoral)  

14
M. Jalu W.A sebagai Pimpinan Rapat, 
Sugeng Santoso   

Kemenko Marves
(Inspektorat)  

10

Tabel 1.1.4.1. Milestone Pelaksanaan Manajemen Risiko Organisasi
dan Persiapan Pembahasan MRPN Lintas Sektor yang dilakukan
Penulis  
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Milestone Pelaksanaan Manajemen Risiko Organisasi dan Persiapan Pembahasan 
MRPN Lintas Sektor yang dilakukan Penulis 

No. Aktivitas Tanggal

15

Kepmenko No. 38/S Tahun 2024 tentang Tim Akselerasi
Pemanfaatan Aplikasi Umum Berbagi Pakai Risk
Management Information System Di Lingkungan
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan
Investasi Tahun 2024

21 Maret 2024

16
Rapat Penyusunan Manajemen Risiko, Monev Capaian
Kinerja, dan Persiapan Coklit TW 1 2024 Deputi Bidang
Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

24–27 April 2024

17
Rapat Koordinasi Penjajakan dan Pendampingan
Implementasi MRPN

6–7 Mei 2024

18
Entry Meeting Persiapan Pelaksanaan Program Prioritas
oleh BPKP

20 Mei 2024  

19

Diskusi dan Kunjungan Kerja ke Provinsi Sulawesi Utara
untuk mengumpulkan data dan informasi, sebagai
masukan dalam rangka menyusun telaah kebijakan
mengenai MRPN Lintas Sektor Bidang Pariwisata

10–13 Juli 2024
  

20
Rapat Penyusunan Buku Telaah Kebijakan MRPN Lintas
Sektor

1 Agustus 2024

*) Pembahasan Konsepsi Implementasi MRPN Lintas Sektor Bidang
Pariwisata DPSP Labuan Bajo, mendapat respon yang positif dari
peserta terutama pejabat struktural dan fungsional lingkungan
Deputi 5 (Deputi Koordinasi Pariwisata dan ekonomi Kreatif)
Kemenko Marves karena dianggap dapat membantu pemahaman
MRPN Lintas Sektor. Sumber:  Penulis, 2024

Milestone Pelaksanaan Manajemen Risiko Organisasi dan Persiapan Pembahasan
MRPN Lintas Sektor yang dilakukan Penulis 

No. Peran dan Kehadiran Penyelenggara

15
M. Jalu W.A sebagai Ketua
Sugeng Santoso sebagai Pengarah

Kemenko Marves

16

Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata
dan Ekonomi Kreatif sebagai Pimpinan Rapat
Sugeng Santoso sebagai narasumber yang
menyampaikan Konsepsi Implementasi MRPN
Bidang Pariwisata*
M. Jalu W.A   

Kemenko Marves (Deputi
Bidang Koordinasi
Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif)

17

M. Jalu W.A sebagai Pimpinan Rapat 
Sugeng Santoso sebagai narasumber yang
menyampaikan Konsepsi Implementasi MRPN
Bidang Pariwisata*
  

Kemenko Marves
(Inspektorat)

18
M. Jalu W.A sebagai Pimpinan Rapat
Sugeng Santoso sebagai Narasumber  

Kemenko Marves
(Inspektorat)  

19 Sugeng Santoso

Kemenko Marves, Pemprov
Sulawesi Utara, Pemkab
Minahasa Utara, BI KPw
Sulut

20

Sugeng Santoso sebagai Pimpinan Rapat
Asisten Deputi Kerja Sama Investasi
Pemerintah dan Badan Usaha 
Tim Sekretariat dan Pejabat Fungsional
Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif
  

Kemenko Marves (Staf Ahli
Bidang Ekonomi Maritim)



Dokumentasi Kegiatan Pelaksanaan MRPN Organisasi dan Persiapan Pembahasan MRPN Lintas Sektor yang dilakukan



Gambar 2.0.0.1. Pulau Padar, Labuan Bajo

Konsepsi dan

Telaah MRPN Lintas

Sektor

02

Gambar 2 0.0.1. Pulau Padar, Labuan Bajo



MRPN Menurut RPJPN 2025-

2045 Dalam mewujudkan pelayanan strategis yang berkualitas, arah
kebijakan difokuskan pada transformasi tata kelola, antara lain
proses bisnis, kelembagaan, dan regulasi bidang strategis yang
mencakup dan tidak terbatas pada perencanaan dan
penganggaran, pendidikan, kesehatan, keamanan, postur
diplomasi, hukum dan HAM, agraria, perlindungan sosial,
ekonomi, energi, lingkungan hidup, riset dan inovasi,
harmonisasi hubungan pusat daerah, manajemen risiko
pembangunan, dan aparat pengawas internal pemerintah;

Pengendalian dan evaluasi dilaksanakan melalui kegiatan
pemantauan, evaluasi, dalam kerangka manajemen risiko yang
dilakukan pada tahapan perencanaan dan pelaksanaan
Pembangunan;

Pengendalian dan evaluasi pembangunan tersebut perlu
didukung dengan tatanan regulasi agar pelaksanaannya
berjalan dengan efektif. Tatanan regulasi tersebut
menyinergikan regulasi terkait pemantauan, evaluasi,
pengendalian, manajemen risiko, dan manajemen kinerja.
Sinergi regulasi diperlukan untuk konsistensi pelaksanaan
pengendalian dan evaluasi dengan kinerja K/L/D terkait yang
akan menjadi salah satu dasar pengaturan sistem manajemen
kinerja pemerintah.

17 18

Transformasi Tata Kelola melalui Manajemen Risiko Pembangunan
Nasional (MRPN):

Dalam rangka pencapaian sasaran Pembangunan Nasional,
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan
pengendalian dan evaluasi melalui manajemen risiko
Pembangunan Nasional, kajian kelayakan, serta sistem data,
informasi, dan teknologi terintegrasi (UU Nomor 59 Tahun 2024
tentang RPJPN 2025-2045 pasal 16, ayat 1);

Yang dimaksud dengan "Manajemen Risiko Pembangunan
Nasional" adalah kegiatan untuk mengarahkan dan mengendalikan
entitas manajemen risiko Pembangunan Nasional sehubungan
dengan adanya risiko Pembangunan Nasional. Entitas manajemen
risiko Pembangunan Nasional sektor utama adalah
kementerian/lembaga yang mempunyai tanggung jawab utama
dalam mengelola risiko pada program, kegiatan, proyek, prioritas
pembangunan, dan/atau jenis risiko tertentu yang bersifat lintas
sektor dan lintas waktu. Penerapan manajemen risiko tersebut
dilakukan untuk menjamin terkendalinya Perencanaan dan
pelaksanaan Pembangunan Nasional;

Transformasi tata kelola difokuskan pada perbaikan kelembagaan
yang tepat fungsi, penyempurnaan fondasi penataan regulasi,
pembentukan dan penguatan lembaga tunggal pengelola regulasi,
peningkatan kualitas ASN berbasis merit, kebijakan pembangunan
berbasis bukti, penerapan manajemen risiko perencanaan dan
pengendalian pembangunan, peningkatan pelayanan publik
berbasis teknologi informasi, serta penguatan kapasitas
masyarakat sipil;



Permasalahan Tata Kelola Pembangunan Nasional menurut BPKP
dalam Pedoman Umum MRPN Lintas Sektor versi 27 Juli 2023

Kelemahan Koordinasi dan Kolaborasi antar Sektor
Program/Kegiatan 
Ketidakharmonisan Kebijakan dan Regulasi
Kompleksitas Risiko
Perbedaan Pendekatan dan Prioritas
Kesenjangan Komunikasi
Kelemahan Pertanggungjawaban

Urgensi MRPN:
manajemen risiko pembangunan nasional yang terintegrasi,
well-designed, dan dieksekusi secara kolaboratif
Urgensi ini menjiwai lahirnya Peraturan Presiden tentang
Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (Perpres 39 Tahun
2023).

Tujuan MRPN:
meningkatkan pencapaian sasaran pembangunan nasional; 
meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan negara;
dan
meningkatkan efektivitas sistem pengendalian intern dan
berkembangnya inovasi pelayanan publik.
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Pandemi
Covid-19

Fenomena Pembangunan

Nasional, Risiko, dan Mitigasinya

Berdasarkan Paparan Kepala BPKP, 26 September 2023, Karakteristik
Alami Pembangunan Nasional:

Pembangunan nasional pasti melibatkan lintas K/L/D/BU
Keberhasilannya menjadi sangat dipengaruhi kualitas delivery
kolektif dari K/L/D/BU yang terlibat
Konsekuensinya, tercipta shared-risk yang harus dikelola
bersama
Pengabaian risiko dari satu pihak, dapat mengancam
keberhasilan pembangunan secara kolektif.

Key Lessons Taken in the Last 4 years

PEN Bansos
Minyak
Goreng

SPBE
Pengawasan
Investigasi

BPKP

Perlunya kesatuan sasaran, serta common commitment risiko apa
yang perlu dikelola.

1.

Selera risiko pimpinan menjadi acuan dalam merancang kebijakan
dan tindakan pengendalian risiko.

2.

Tata kelola pembangunan nasional yang baik memerlukan
pengawalan dan mitigasi risiko sejak perencanaan. Penyesalan di
belakang tak dapat menganulir dampak negatif yang terjadi.

3.

Perlunya committed-collaboration untuk berbagi tanggung jawab
dan sumber daya.

4.

Dengan kolaborasi, risiko bersama (shared risk) dapat dimitigasi
secara lebih efektif.

5.

Banyak kasus yang menunjukkan manajemen yang abai dan
belum sadar risiko.

6.

Perlu dukungan teknologi informasi untuk pengambilan keputusan
terinformasi risiko yang cepat dan tepat.

7.

Konsekuensinya:
Muncul urgensi manajemen risiko pembangunan nasional yang
terintegrasi, well-designed, dan dieksekusi secara kolaboratif.

1.

Urgensi ini menjiwai lahirnya Peraturan Presiden tentang
Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (Perpres 39 Tahun
2023).

2.

Permasalahan Tata Kelola

Pembangunan Nasional, Urgensi

dan Tujuan MRPN



Menurut BPKP dalam Pedoman Umum MRPN Lintas Sektor 27 Juli
2023, terdapat permasalahan tata kelola pembangunan nasional:

Konsepsi MRPN Kelemahan Koordinasi dan Kolaborasi antar Sektor
Program/Kegiatan 

Lintas sektor melibatkan kerja sama dan koordinasi yang kompleks
antara berbagai sektor. Kelemahan koordinasi atau kurangnya
kolaborasi antar sektor dapat menghasilkan risiko yang tidak
teridentifikasi atau tidak terkelola dengan baik.

Ketidakharmonisan Kebijakan dan Regulasi
Setiap sektor memiliki kebijakan dan regulasi yang berbeda dan
potensi ketidak-harmonisan. Dalam program lintas sektor,
perbedaan ini dapat menciptakan hambatan dalam
mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko secara
konsisten.

Kompleksitas Risiko
Program lintas sektor melibatkan risiko yang kompleks dan saling
terkait. Risiko dapat muncul dari berbagai sumber, termasuk sosial,
ekonomi, lingkungan, dan politik. Mengidentifikasi dan mengelola
risiko yang saling terkait ini memerlukan pemahaman yang
komprehensif tentang dampak potensial dan hubungan antara
risiko-risiko tersebut.

Perbedaan Pendekatan dan Prioritas
Setiap sektor memiliki pendekatan, prioritas, dan aturan yang
berbeda dalam menjalankan kegiatannya. Dalam program lintas
sektor, perbedaan ini dapat menciptakan hambatan dalam
merancang dan mengimplementasikan program.

Kesenjangan Komunikasi
Perbedaan tingkatan jabatan, bahasa, budaya, dan terminologi
antara sektor-sektor dapat menyulitkan pertukaran informasi yang
jelas dan tepat waktu. Kurangnya komunikasi yang baik dapat
menghambat pemahaman yang komprehensif tentang masalah
yang sedang dihadapi dan menghambat kesepakatan dalam
mengambil tindakan yang diperlukan.

Kelemahan Pertanggungjawaban
Program lintas sektor melibatkan banyak pemangku kepentingan
yang berkontribusi pada pencapaian tujuan bersama. Hal ini bisa
menimbulkan tantangan dalam menetapkan dan memastikan
pertanggungjawaban yang jelas.
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Interpretasi menurut Perpres 39 Tahun 2023 tentang MRPN:
Risiko Pembangunan Nasional adalah efek dari ketidakpastian
pada sasaran Pembangunan Nasional.
MRPN adalah kegiatan terkoordinasi untuk mengarahkan dan
mengendalikan Entitas MRPN sehubungan dengan adanya Risiko
Pembangunan Nasional.
MRPN LS adalah kegiatan terkoordinasi untuk mengarahkan dan
mengendalikan Entitas MRPN sehubungan dengan adanya Risiko
Pembangunan Nasional atas program, kegiatan, proyek, prioritas
pembangunan, dan risiko tertentu yang melibatkan dua atau lebih
Entitas MRPN pengelola keuangan negara
Objek MRPN Lintas Sektor yang selanjutnya disebut Objek MRPN
LS adalah PKPPR yang dikategorikan lintas sektor yang menjadi
objek penerapan MRPN LS, melalui penetapan oleh Komite MRPN.
Komite MRPN adalah pihak yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Presiden dengan menyelenggarakan
tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Tim Pelaksana Komite MRPN adalah tim yang bertugas
memberikan dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi
Komite MRPN.
Entitas MRPN adalah Kementerian Negara, Lembaga, Pemerintah
Daerah, Pemerintah Desa, Badan Usaha, dan Badan Lainnya
Entitas MRPN Sektor Utama adalah Kementerian Negara atau
Lembaga yang mempunyai tanggung jawab utama dalam
mengelola risiko pada Program, Kegiatan, Proyek, Prioritas
Pembangunan, dan/atau Jenis Risiko tertentu yang bersifat lintas
sektor.
Unit Pemilik Risiko Lintas Sektor yang selanjutnya disebut UPR LS
adalah Entitas MRPN yang secara bersama-sama sebagai pemilik
risiko lintas sektor yang ditetapkan oleh Komite MRPN untuk
menyelenggarakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Struktur MRPN adalah pembagian tugas, fungsi, peran, tanggung
jawab, dan hubungan antarpengemban tugas dalam
penyelenggaraan MRPN



Risiko Pembangunan Nasional adalah efek dari ketidakpastian pada
sasaran Pembangunan Nasional

Prinsip
Untuk memenuhi PRINSIP MRPN meliputi prinsip kolaboratif,
maka dilakukan pemetaaan stakeholder melalui penyusunan
formulasi strategi sistem untuk mencapai tujuan bersama.
Profil Kebijakan/ Program/ Proyek berupa Stakeholders
Mapping, Cascading: Sasaran, Target, indikator & bisa dilakukan
dengan pendekatan klaster industri & value chain.

Kerangka Kerja
bisa dilakukan diantaranya dengan:
a. Siklus PDCA (Siklus Deming)
b. Diagram Fishbone (Diagram Tulang Ikan)
c. 5 Why’s

Proses
Perumusan konteks bertujuan untuk memahami lingkungan dan
batasan penerapan MR pada setiap UPR, dengan tahapan
diantaranya:

Menentukan ruang lingkup dan periode penerapan manajemen
risiko:

Ruang lingkup penerapan manajemen risiko merupakan
batasan tugas, fungsi, dan mandat dimana manajemen risiko
akan diterapkan.

a.

Periode penerapan manajemen risiko merupakan kurun waktu
penerapan manajemen risiko.

b.

Menetapkan sasaran organisasi.
Mengidentifikasi pemangku kepentingan, Identifikasi pemangku
kepentingan mencakup pihak yang menjadi pemangku
kepentingan, yaitu pihak yang berinteraksi dan berkepentingan
terhadap output dan/atau outcome organisasi.
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Konsepsi Metodologi MRPN

subjek dan objek MRPN

Subjek

Komite MRPN, Kementerian/Lembaga/Pemerintah
Daerah/Badan Usaha/Badan Lainnya (KLPBUBL), Pengawas
Internal Lintas Sektor.

Objek
Komite MRPN menetapkan UPR LS sebagai pemilik risiko
pada Objek MRPN LS.
Program, Kegiatan, Proyek, Prioritas pembangunan, jenis
Risiko tertentu.
Fokus pada kebijakan lintas sektor.
UPR LS mempunyai tugas diantaranya:

menentukan tingkat selera risiko dengan tepat;1.
melakukan penilaian risiko, menetapkan profil risiko,
perlakuan risiko, dan rencana tindak pengendalian risiko;

2.

melakukan pemantauan berkala dan berkelanjutan serta
reviu atas efektivitas Kebijakan MRPN LS;

3.

Tambahan ‘kolaboratif’ pada Prinsip untuk mengakomodasi
karakterisik MRPN Lintas Sektor. Kolaborasi mencakup aspek
koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi penyelenggaraan
manajemen risiko serta agregasi dan konsolidasi risiko organisasi
dan risiko lintas sektor.

Sumber: Interpretasi Perpres Nomor 39 Tahun 2023.



Sumber: Dokumentasi Kemenko Marves 2023
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Struktur MRPN Lintas Sektor

sesuai Perpres Nomor 39

Tahun 2023

1. Komite MRPN

Pengarah: Empat Menteri Koordinator;
Ketua merangkap Anggota: Menteri PPN/Kepala Bappenas;
Wakil Ketua merangkap Anggota: Menteri Keuangan dan
Menteri Dalam Negeri;
Anggota: Menteri BUMN, Menteri Hukum dan HAM, Menteri
Desa PDTT, dan Menteri PANRB

2. Unit Pemilik Risiko Lintas Sektor 

Menteri Koordinator sesuai bidang tugas; Pimpinan Entitas
MRPN Sektor Utama

     (2) Diskresi presiden
Pimpinan Entitas MRPN yang terlibat dalam Program,
Kegiatan, Proyek, Prioritas Pembangunan dan/atau jenis
risiko tertentu;
Unit Pengelola Risiko: unit kerja satu tingkat di bawahnya
sebagai pelaksana fungsi unit pengelola risiko lintas sektor.

Entitas Utama MRPN: 
(1) KPI KLPBUBL paling terkait dengan KPI Kebijakan
Pembangunan yang ditetapkan sebagai objek MRPN Lintas
Sektor

3. Pengawas Intern Lintas Sektor

Telaah MRPN Lintas Sektor

Gambar 2.5.0.1 Rapat Sharing Session dengan Bappenas dalam
rangka persiapan Rapat Komite MRPN di Bappenas, 10
November 2023.
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Sumber: Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 Tentang MRPN
(diolah)

Gambar 2.5.0.2. Gambaran Penerapan MRPN Berdasarkan Perpres
39 Tahun 2023 dan Keterkaitan dengan Standar Internasional
Manajemen Risiko

Interpretasi menurut Perpres 39 Tahun 2023 tentang MRPN,
Kerangka Kerja MRPN LS meliputi:

sistem MRPN LS;1.
mekanisme pelaksanaan dan proses MRPN LS; dan2.
evaluasi MRPN LS3.

Sistem MRPN LS merupakan pendekatan terstruktur yang berisi
kebijakan pelaksanaan, prosedur, dan praktik MRPN LS yang
bersifat sistematis dan terintegrasi.

Mekanisme pelaksanaan MRPN LS dilakukan melalui penetapan
Objek MRPN LS dan UPR LS



Kerangka Kerja
MRPN Lintas Sektor

Kerangka Kerja
MRPN Organisasi

Sistem MRPN Lintas Sektor
Kebijakan
Prosedur
Praktik yang sistematis dan
terintegrasi

Sistem MRPN Organisasi
Kebijakan
Prosedur
Praktik yang sistematis dan
terintegrasi

Proses MRPN Lintas Sektor
Penetapan Konteks1.
Penilaian dan Perlakuan Risiko2.
Reviu dan Pemantauan3.
Komunikasi dan Konsultasi4.
Dokumentasi dan Pelaporan5.

Proses MRPN Organisasi
Penetapan Konteks1.
Penilaian dan Perlakuan Risiko2.
Reviu dan Pemantauan3.
Komunikasi dan Konsultasi4.
Dokumentasi dan Pelaporan5.

Evaluasi MRPN Lintas Sektor
Evaluasi MRPN Lintas Sektor
dilakukan oleh Pengawas Intern
Lintas Sektor untuk menilai
efektivitas kebijakan MRPN
Lintas Sektor sebagai masukan
pimpinan entitas untuk
perbaikan kebijakan dan
peningkatan maturnitas MRPN
Lintas Sektor

Evaluasi MRPN Organisasi
Evaluasi MRPN Organisasi
dilakukan oleh Pengawas
Intern Lintas Sektor untuk
menilai efektivitas kebijakan
MRPN Organisasi sebagai
masukan pimpinan entitas
untuk perbaikan kebijakan dan
peningkatan maturnitas MRPN
Organisasi

Gambar 2.5.0.3. Keterkaitan MRPN Lintas Sektor dengan MRPN
Organisasi
Sumber: Pendalaman konsep pedoman dan kebijakan MRPN,
Bappenas, 29 September 2023
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Gambar 2.5.0.4. Gambaran Tata Kelola Pembangunan Lintas
sekor Pedoman Umum MRPN Lintas Sektor
Sumber: BPKP, 2023

Interpretasi menurut Perpres 39 Tahun 2023 tentang MRPN,
meliputi:

MRPN Organisasi adalah kegiatan terkoordinasi untuk
mengarahkan dan mengendalikan Entitas MRPN dalam lingkup
organisasi sehubungan dengan adanya Risiko Pembangunan
Nasional.
Entitas MRPN Pendukung adalah K/L/P/BU/BL yang turut
mendukung pelaksanaan Objek MRPN LS termasuk yang
menjadi penanggung jawab atas suatu perlakuan risiko

Interpretasi menurut Perpres 39 Tahun 2023 tentang MRPN,
penyelenggaraan MRPN LS bertujuan untuk:

meningkatkan pencapaian sasaran Pembangunan Nasional
yang bersifat lintas sektor;
meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan negara
untuk Entitas MRPN pada UPR LS; dan
meningkatkan efektivitas sistem pengendalian intern dan
berkembangnya inovasi pelayanan publik untuk Entitas MRPN
pada UPR LS.

Interpretasi menurut Perpres 39 Tahun 2023 tentang MRPN, tata
kelola dalam penyelenggaraan MRPN LS:

Tersedianya Pedoman Penerapan Kebijakan MRPN LS yang
telah disosialisasikan kepada semua Entitas MRPN.
Ketersediaan informasi profil risiko yang terkini sebagai
landasan dalam pengambilan keputusan.



1. Prinsip manajemen risiko merupakan landasan dasar yang
terkait dengan penciptaan nilai dan perlindungan. Prinsip-prinsip
ini memastikan bahwa proses dan kebijakan yang diterapkan
efektif dan relevan dengan tujuan organisasi. Prinsip-prinsip
tersebut mencakup 9 hal:

Integrated (terintegrasi)
Structured and comprehensive (terstruktur dan komprehensif)
Customized (disesuaikan)
Collaborative (kolaboratif)
Inclusive (inklusif)
Dynamic (dinamis)
Best available information (informasi terbaik yang tersedia)
Human and cultural factors (faktor manusia dan budaya)
Continual improvement (Perbaikan berkelanjutan)

Berdasarkan pasal 10, kebijakan MRPN Organisasi memuat
struktur, kerangka kerja, dan strategi budaya risiko. Kebijakan
MRPN ini penting karena merupakan kesempatan dalam
mengoperasionalisasikan teori Manajemen Risiko (MR) ke dalam
praktik MR dan mengkontekstualisasikan MR sesuai kondisi aktual.
Berdasarkan pasal 11, kebijakan MRPN Lintas Sektor memuat
struktur, kerangka kerja, dan strategi budaya risiko. Penerapan MR
didahului dengan kebijakan.

2. Kerangka Kerja MRPN Lintas Sektor terdiri atas sistem, proses,
dan evaluasi MRPN Lintas Sektor. Kerangka Kerja MRPN adalah
seperangkat komponen yang menyediakan landasan dan
pengaturan Entitas MRPN untuk perancangan (Plan/Desain),
pelaksanaan (Do), pemantauan dan peninjauan (Evaluasi), serta
peningkatan (Perbaikan) MRPN secara berkala di seluruh
organisasi. Kerangka kerja tersebut disertai dengan integrasi dan
berlandaskan pada kepemimpinan dan komitmen.

Sistem pada Kerangka Kerja MRPN Lintas Sektor terdiri atas
kebijakan pelaksanaan, prosedur, dan praktik yang bersifat
sistematis dan terintegrasi. 

3. Proses MRPN mencakup beberapa kegiatan:
komunikasi dan konsultasi
lingkup konteks kriteria
penilaian risiko: identifikasi, analisis, evaluasi
perlakuan risiko
pemantauan dan tinjauan
pencatatan dan pelaporan

Terdapat keterkaitan MRPN Lintas Sektor dengan MRPN
Organisasi. Penerapan MRPN mencakup seluruh pengelolaan risiko
dalam Pembangunan Nasional, salah satu penerapan yang
dilakukan yakni melalui kebijakan MRPN. Terdapat kebijakan MRPN
Organisasi dan kebijakan MRPN Lintas Sektor. seperti ditunjukkan
pada gambar 2.5.3.

Berdasarkan Gambaran Tata Kelola Pembangunan Lintas sekor
Pedoman Umum MRPN Lintas Sektor, terdapat Input, Proses, dan
Output. Input meliputi kebijakan, dana, SDM, serta sarana dan
prasarana. Proses meliputi perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan, serta monitoring dan
evaluasi melalui pemetaan pelaku, penyusunan risk breakdown
structure, dan seterusnya, selanjutnya menghasilkan rincian
output, output, outcome, dan benefit/impact. Seperti ditunjukan
pada gambar 2.5.4.
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Berlandaskan pada pelaksanaan Perpres No. 39 tahun 2023
dan Pedoman MRPN.
Pemilihan Topik MRPN yang terdapat pada RPJMN dengan
mempertimbangkan berbagai hal, diantaranya program/proyek
strategis nasional, lintas sektor dengan memerlukan peran
koordinatif, mempunyai dampak besar, dan memiliki
keterkaitan antara risiko kebijakan/strategis dengan risiko
operasional lintas sektor yang mencakup
Kementeriaan/Lembaga–BUMN–Daerah.
Pemilihan MRPN yang diterapkan pada kebijakan prioritas dan
strategis (a.I Major Project/PSN) lintas sektor.
Untuk memenuhi prinsip MRPN yang meliputi prinsip
kolaboratif, maka dilakukan pemetaaan stakeholder melalui
penyusunan formulasi strategi sistem untuk mencapai tujuan
bersama berupa Risk Breakdown Structure.
Menyediakan landasan dan pengaturan Entitas MRPN untuk
perancangan, pelaksanaan, pemantauan, peninjauan, dan
peningkatan MRPN secara berkala dengan didukung oleh
kepemimpinan & komitmen dalam memenuhi Kerangka Kerja
MRPN Linsek.
Penyusunan Proses MRPN Linsek dengan melakukan
identifikasi risiko, analisis risiko, pengelolaan risiko, tindakan
menyelesaikan akar masalah, serta Monitor dan Review  
terhadap pencapaian tujuan bersama yang terdapat dalam
formulasi strategi.
MRPN didesain sebagai sub sistem dari Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN).
Proses bisnis MRPN (yang menghasilkan profil risiko) seperti
pendekatan bottom up seiring dan selaras dengan proses
bisnis SPPN (yang menghasilkan kebijakan publik) seperti
pendekatan top down.

Tahapan Pemilihan Topik MRPN

Profil Kebijakan/ Program/ Proyek berupa Stakeholders Mapping,
Cascading Sasaran, Target dan indikator dilakukan dengan langkah-
langkah Pendekatan (adjusted) Klaster Industri  dan value chain.
MRPN Lintas Sektor: Kegiatan terkoordinasi untuk mengarahkan dan
mengendalikan entitas MRPN sehubungan dengan adanya risiko
pembangunan nasional atas Program, Kegiatan, Proyek, Prioritas
Pembangunan, dan/atau Jenis Risiko Tertentu (PKPPRT) yang
melibatkan dua atau lebih entitas MRPN pengelola keuangan negara.

Sumber: Sharing Session dengan Bappenas dalam rangka persiapan 
Rapat Komite MRPN di Bappenas, 10 November 2023.

Interpretasi menurut Perpres 39 Tahun 2023 tentang MRPN
terkait prinsip kolaboratif:
Penerapan MRPN LS membutuhkan kolaborasi seluruh Entitas
MRPN dalam setiap tahapan pada proses bisnis Pembangunan
Nasional. Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui upaya untuk
saling berbagi, mendukung, dan bekerja sama dalam rangka
mencapai tujuan Pembangunan Nasional.



Sumber: Rapat Sharing Session dengan Bappenas dalam rangka
persiapan Rapat Komite MRPN di Bappenas, 10 November 2023

Gambar 2.5.1.2. Gambaran Keterkaitan Prinsip, Kerangka Kerja
dan Proses Manajemen Risiko berdasarkan Perpres 39 Tahun
2023

Prinsip

Kerangka kerja Proses

Terdapat keterkaitan antara prinsip MRPN yang menjiwai kerangka
kerja dan proses manajemen risiko lintas sektor. Kerangka kerja  
mempunyai keterkaitan dengan proses manajemen risiko. Gambar
di atas menjelaskan keterkaitan antara prinsip, kerangka kerja, dan
proses manajemen risiko lintas sektor. 

Kerangka kerja tersebut meliputi perancangan (plan), pelaksanaan
(do), pemeriksaan (check), dan perbaikan (act) yang berintegrasi
menjadi kepemimpinan dan komitmen.  Proses Manajemen Risiko
dilakukan melalui komunikasi dan konsultasi, penentuan konteks,
lingkup dan kriteria terhadap penilaian risiko, perlakuan risiko,
pemantauan dan tinjauan, serta  pencatatan dan pelaporan

Gambar 2.5.1.1. Keterkaitan risiko strategis (top down) dengan
risiko operasional lintas sektor (bottom up) 

Sumber: Rapat Sharing Session dengan Bappenas dalam rangka
persiapan Rapat Komite MRPN di Bappenas, 10 November 2023

Dalam MRPN Lintas Sektor terdapat keterkaitan antara risiko strategis
lintas sektor (top down) dengan risiko operasional lintas sektor (bottom
up) dan harus terjadi koherensi/keterkaitan antara keduanya, dimana
risiko operasional lintas sektor merupakan breakdown dari risiko strategis
lintas sektor (top down). 
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Interpretasi menurut Perpres 39 Tahun 2023 tentang MRPN, tentang
risiko strategis:
Risiko Strategis, Baru, dan Tidak Terantisipasi Sebelumnya adalah risiko
yang berdampak pada strategi capaian sasaran Pembangunan Nasional
dan bukan merupakan risiko yang telah terjadi serta belum masuk ke
dalam profil risiko yang telah ditetapkan



Telaah Prinsip

MRPN 

Lintas Sektor

Dalam menjalankan manajemen risiko, terdapat delapan prinsip
utama yang perlu diterapkan. Tujuan penciptaan dan
perlindungan nilai dalam manajemen risiko didukung oleh
kedelapan prinsip ini. Dengan demikian, penerapan manajemen
risiko dapat dianggap berhasil ketika nilai organisasi meningkat
melalui peningkatan kinerja, dorongan inovasi, dan pencapaian
sasaran.

1. Terintegrasi 
Penerapan MRPN LS harus dilakukan secara terintegrasi
pada keseluruhan proses bisnis Pembangunan Nasional dan
mengintegrasikan manajemen risiko Entitas MRPN untuk
mendukung pencapaian sasaran dan tujuan Pembangunan
Nasional.

2. Terstruktur dan Komprehensif
Penerapan MRPN LS dilakukan melalui proses yang
terstruktur dimulai dari penetapan konteks, identifikasi
risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, perlakuan risiko, hingga
pemantauan pelaksanaan MRPN LS. Penerapan proses
MRPN LS dilakukan dengan pendekatan yang menyeluruh
dari berbagai perspektif dalam penyelenggaraan
Pembangunan Nasional. 

3. Kustomisasi
Penerapan MRPN LS disesuaikan dengan karakteristik dan
kebutuhan yang terkait dalam pelaksanaan Objek MRPN LS
serta mampu menghadapi dinamika perubahan lingkungan
internal dan eksternal.

4. Inklusif 
Penerapan MRPN LS bersifat inklusif yaitu melibatkan
pengetahuan, pandangan, persepsi, masukan, partisipasi,
dan aspirasi para pemangku kepentingan.

5. Kolaboratif 
Penerapan MRPN LS membutuhkan kolaborasi seluruh
Entitas MRPN dalam setiap tahapan pada proses bisnis
Pembangunan Nasional. Kolaborasi tersebut diwujudkan
melalui upaya untuk saling berbagi, mendukung, dan
bekerja sama dalam rangka mencapai tujuan Pembangunan
Nasional

6. Dinamis 
Penerapan MRPN LS harus mampu mengantisipasi,
mendeteksi, mengakui, dan merespon perubahan baik di
lingkungan internal maupun eksternal secara cepat dan
tepat mengikuti dinamika perubahan yang terjadi sewaktu-
waktu. 

7. Informasi terbaik yang tersedia 
Penerapan MRPN LS menggunakan berbagai informasi
historis, saat ini, dan proyeksi di masa yang akan
mendatang dalam setiap tahapan prosesnya. Informasi
yang baik harus tepat waktu, jelas, dan tersedia bagi
pemangku kepentingan yang relevan. 

8. Mempertimbangkan Sosial dan Budaya
Penerapan MRPN LS mempertimbangkan faktor manusia
dan budaya yang secara signifikan mempengaruhi semua
aspek dalam proses manajemen risiko di setiap tingkat dan
tahapannya. 

9. Perbaikan Berkelanjutan
Entitas MRPN harus memperbaiki dan meningkatkan kinerja
penerapan MRPN LS secara berkelanjutan. Perbaikan dan
peningkatan kinerja dilakukan melalui informasi dan
pengalaman yang menjadi media pembelajaran.. 
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https://docs.google.com/document/d/1SjKDQfbEyaZv296XiCviGdltC4jJw1jLrjYRze7AO1I/edit#heading=h.tyjcwt
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Pemetaan Pelaku

Pemetaan pelaku dapat dilakukan melalui pendekatan klaster
industri yang dijelaskan sebagai berikut:

Inti (Linkage); merupakan fokus perhatian atau tematik dan
biasanya dijadikan titik masuk kajian, yang dicirikan dengan
adanya inovasi. 
Pemasok; yang memasok dengan produk khusus dan pemasok
khusus (spesialis) sebagai pendukung kemajuan klaster.
Pengguna; meliputi jasa dan barang, infrastruktur layanan
pembiayaan, peralatan dan pengemasan.
Pendukung; lembaga pemerintah, yang berupa penentu
kebijakan atau melaksanakan peran publik, asosiasi profesi
yang bekerja untuk kepentingan anggota dan juga Lembaga
Pengembang Swadaya Masyarakat (LSM) yang bekerja pada
bidang khusus yang mendukung.

Gambar 2.6.1.1. Gambaran pemetaan pelaku dengan menggunakan
pendekatan klaster industri untuk menganalisis ekosistem MRPN
Lintas Sektor
                      Sumber: Taufik, Tatang A. (2001): Santoso (2022) 

Gambar 2.6.0.1 Rapat Tim Pelaksana MRPN Tingkat Eselon 2 pada
22 Januari 2024 

Sumber: Dokumentasi Pribadi



Telaah Kerangka Kerja 

MRPN Lintas Sektor

Kerangka kerja manajemen risiko terdiri dari berbagai komponen
yang memberikan landasan dalam merancang, mengimplementasi,
mengevaluasi, dan memperbaiki sistem secara terintegrasi yang
didasari oleh kepemimpinan dan komitmen yang kuat. Enam unsur
kerangka manajemen risiko pada dasarnya adalah siklus Deming
Plan, Do, Check, Act (PDCA) yang mengelilingi “Kepemimpinan
dan Komitmen” dan dengan tambahan “Integrasi” di antara
“Perbaikan” (act/A) dan “Desain” (plan/P).
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Kepemimpinan dan komitmen, dimana manajemen puncak dan
badan pengawas memastikan manajemen risiko terintegrasi
pada semua aktivitas organisasi.
Integrasi manajemen risiko, dalam organisasi, integrasi
manajemen risiko merupakan proses yang dinamis dan
berulang serta disesuaikan dengan kepatuhan dan budaya
organisasi. 
Desain, dalam mendesain kerangka kerja pengelolaan risiko,
organisasi perlu memeriksa dan memahami konteks eksternal
dan internal. 

Implementasi manajemen risiko, implementasi memerlukan
keterlibatan dan kesadaran pemangku kepentingan. Tujuan dari
manajemen risiko adalah menciptakan dan melindungi nilai,
meningkatkan kinerja, mendorong inovasi, dan mendukung
pencapaian sasaran. Tujuan ini menjadi jangkar dari
keseluruhan proses implementasi manajemen risiko.

Evaluasi efektivitas kerangka kerja manajemen risiko, proses
evaluasi pada dasarnya adalah proses untuk memantau dan
memperbaiki keefektifan rancangan dan pelaksanaan semua
kegiatan dalam kerangka kerja manajemen risiko. Kegiatan
evaluasi meliputi pemantauan, kajian, dan asesmen.
Pemantauan dilakukan secara berkala untuk mengevaluasi
kinerja yang telah dirancang dan dioperasikan efektif, efisien,
dan adaptif terhadap perubahan. 

Gambar 2.6.2.1. Rapat Tim Pelaksana MRPN Tingkat Eselon 1 pada
23 Januari 2024 
Sumber: Dokumentasi Kemenko Marves, 2024

Gambar 2.6.2.2. Rapat Komite MRPN Tahun 2024 di Bappenas
pada 30 Januari 2024
Sumber: Bapennas, 2024

https://docs.google.com/document/d/1SjKDQfbEyaZv296XiCviGdltC4jJw1jLrjYRze7AO1I/edit#heading=h.tyjcwt
https://docs.google.com/document/d/1SjKDQfbEyaZv296XiCviGdltC4jJw1jLrjYRze7AO1I/edit#heading=h.tyjcwt
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Kajian merupakan tindakan yang dilakukan untuk mengevaluasi hasil
pantauan yang menyimpang dari kriteria objektif yang telah
ditentukan dalam pemantauan dan memerlukan tindak lanjut
sebelum dilakukan perbaikan yang diperlukan. 

Asesmen adalah kegiatan untuk memberikan jaminan yang wajar
kepada pemangku kepentingan yang terkait. Terdapat tiga
metode yang digunakan dalam asesmen, yakni pengujian
kesesuaian (conformance) terhadap standar manajemen risiko
ISO 31000:2018, pengujian tingkat kematangan (maturity) dari
penerapan standar manajemen risiko ISO 31000:2018, dan
pengujian keefektifan pengendalian risiko yang bersifat teknis
dan bertujuan untuk menilai efektivitas pengendalian risiko yang
diterapkan.
Perbaikan dilakukan secara berkelanjutan untuk dapat mengatasi
perubahan eksternal dan internal serta meningkatkan kesesuaian,
kecukupan, dan efektivitas kerangka kerja manajemen risiko. 
Adaptasi terhadap perubahan lingkungan dan perbaikan
terhadap kesenjangan yang ditemukan dari evaluasi menjadi
kunci dalam proses ini. Untuk memahami perubahan konteks
internal dapat dilihat perubahan yang terjadi dalam tata kelola
atau dengan menggunakan teknik seperti diagram Ishikawa
(diagram tulang ikan). Teknik ini membantu dalam
mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi suatu
masalah.

Gambar 2.6.2.3. Struktur MRPN LS
Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2024

Interpretasi menurut Perpres 39 Tahun 2023 tentang MRPN,
Struktur MRPN LS meliputi:

Struktur penyelenggaraan MRPN LS yang terdiri atas UPR LS,
Komite MRPN, dan Pengawas Internal Lintas Sektor (PILS).

1.

UPR LS bertanggung jawab dalam pengelolaan risiko atas
Objek MRPN LS yang terkait yang telah ditetapkan Komite
MRPN.

2.

Komite MRPN bertanggung jawab dalam menyusun kebijakan
dan melakukan pemantauan pelaksanaan MRPN LS di seluruh
Entitas MRPN yang telah ditetapkan sebagai UPR LS.

3.

PILS bertanggung jawab memberikan asurans dan konsultansi
terhadap penerapan MRPN LS.

4.

Interpretasi menurut Perpres 39 Tahun 2023 tentang MRPN
terkait Tim Pelaksana Organisasi Komite MRPN meliputi:

Komite MRPN dalam pelaksanaan MRPN LS dibantu oleh organ
pendukung.

1.

Organ pendukung terdiri atas Sekretariat Komite MRPN dan
Tim Pelaksana Komite MRPN.

2.
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Dalam pelaksanaan Sistem MRPN Lintas Sektor, terdapat beberapa
kebijakan: 

Perancangan kebijakan lintas sektor. Mengembangkan
kebijakan yang mengatur PKPPRT yang dikategorikan sebagai
lintas sektor. 

1.

Entitas MRPN Sektor Utama dan Kontributor. Melibatkan
entitas sektor utama serta kontributor yang berperan dalam
manajemen risiko lintas sektor.

2.

Strategi pembangunan budaya risiko lintas sektor. Menetapkan
strategi untuk membangun budaya risiko yang kuat di seluruh
sektor yang terlibat.

3.

Komunikasi dan konsultasi. Memfasilitasi komunikasi dan
konsultasi yang efektif antara entitas MRPN yang terlibat dalam
risiko lintas sektor. 

4.

Penetapan konteks dan penilaian risiko. Menetapkan konteks,
melakukan penilaian risiko, serta merencanakan perlakuan,
pemantauan, dan tinjauan risiko secara menyeluruh dalam
konteks lintas sektor.

5.

Rencana aksi pengendalian risiko. Menyusun rencana aksi untuk
mengendalikan risiko lintas sektor dan memantau
pelaksanaannya secara berkala. 

6.

Eskalasi risiko. Melaporkan dan mengusulkan rencana tindak
pengendalian atas risiko kepada Presiden jika diperlukan. 

7.

Pemantauan kepatuhan. Melakukan pemantauan atas
kepatuhan terhadap kebijakan MRPN Lintas Sektor,
memastikan bahwa setiap entitas mengikuti pedoman dan
prosedur yang telah ditetapkan.

8.

Tindak lanjut hasil pengawasan intern. Melakukan pemantauan
tindak lanjut hasil pengawasan intern atas penyelenggaraan
MRPN Lintas Sektor.

9.

Laporan konsolidasi. Menyusun laporan konsolidasi
penyelenggaraan MRPN Lintas Sektor.

10.

Sumber: Rapat Sharing Session dengan Bappenas dalam rangka
persiapan Rapat Komite MRPN di Bappenas, 10 November 2023

Gambar 2.6.2.4. Kerangka kerja MRPN
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Dalam Pasal 11 Perpres 39 Tahun 2023, Kerangka kerja
merupakan salah satu turunan dari Kebijakan MRPN Lintas Sektor
selain Struktur dan Strategi budaya risiko.

Kerangka Kerja MRPN merupakan sistem yang meliputi
kebijakan pelaksanaan, prosedur, praktik, proses, evaluasi. 
Kerangka Kerja MRPN adalah seperangkat komponen yang
menyediakan landasan dan pengaturan Entitas MRPN untuk  
implementasi dari siklus deming (PDCA).
Kebijakan MRPN Lintas Sektor diterapkan pada PKPPRT.
Dalam hal ini, kebijakan pada praktiknya termasuk juga
program.

Penerapan Kebijakan pada program tertentu:
Kerangka Kerja yang diimplementasikan pada kebijakan
pelaksanaan pada Penerapan MRPN Lintas Sektor yang
diterapkan pada program tertentu sebaiknya terlebih dahulu
dilakukan analisis koherensi kebijakan yang melingkupi program
tersebut (koherensi kebijakan strategis dengan kebijakan
operasional lintas sektor). Kerangka kerja MRPN diperlukan untuk
mengawal pelaksanaan MRPN Lintas Sektor. 

Kebijakan P3DN harus koheren/selaras dengan kebijakan
strategis (RPJP, RPJM, RKP) sehingga sasaran kebijakan
cascading dalam konteks tujuan penilaian risiko dan dapat
dioperasionalkan dengan lebih mudah.

1.

Penegasan fungsi lini pertama sebagai pemilik risiko sesuai
kewenangan masing-masing sebagai eksekutor kebijakan
pemerintah.

2.

Penegasan fungsi lini kedua yaitu peran pemantauan,
pengendalian, evaluasi, dan dukungan kebijakan publik
melalui kolaborasi yang mencakup aspek koordinasi, integrasi,
sinkronisasi, dan sinergi penyelenggaraan manajemen risiko
serta agregasi dan konsolidasi risiko.

3.

Struktur 
Struktur MRPN didapatkan dari hasil pemetaan stakeholder,
selanjutnya struktur dapat digambarkan dengan menggunakan risk
break-down structure. Berikut ini adalah gambaran contoh
sederhana pemetaan stakeholder dengan pemetaan pelaku melalui
pendekatan klaster industri. 
 

Peta Pelaku

Badan Usaha
(PDAM)

KemenPUPR Dinas
Prov/Kota/Kab 

User (Publik)

Kontraktor
(Wika Tirta Jaya

Jatiluhur)

Kementerian
Koordinator

Prioritas Tujuan

Pohon tujuan

Keterangan
Merah : Rantai Pasok 
Kuning : Industri Inti 
Hijau : Industri Pengguna 
Putih : Industri beririsan /Komplementer
Biru : Industri terkait
Ungu :Industri Pendukung

Critical PathMilestone

Sumber: Rapat Sharing Session dengan Bappenas dalam rangka
persiapan Rapat Komite MRPN di Bappenas, 10 November 2023

Gambar 2.6.2.5. Contoh Pemetaan Stakeholder, Formulasi
Strategi, Risk Breakdown Strucgture (RBS), Analisis Critical Path
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Gambar 2.6.2.6. Keterkaitan PDCA pada Perpres 39 Tahun 2023

Sistem (Pasal 18)
Interpretasi: Kerangka kerja dalam sistem diantaranya meliputi
prosedur misal untuk program, dapat dilakukan kolaborasi
penyelenggaraan manajemen risiko, untuk itu diperlukan: 

Penajaman kerangka logis,
Penetapan ruang lingkup,
Cascading formulasi strategi program: mulai dari sasaran
kebijakan/kerangka logis/Key Performance Indicator Program
(untuk penentuan target outcome) sampai dengan level
operasional (penentuan target rincian output),
Analisis Critical Path,
Penyusunan Milestone, dan
Kerangka kerja dalam praktik MRPN dilakukan secara
Sistematis dan Terintegrasi.

Proses (Pasal 19) yang dimaksud adalah Proses MRPN.

Pasal 18: 
Interpretasi: Sistem MRPN Lintas Sektor sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a terdiri atas kebijakan pelaksanaan

Prosedur; dan
Praktik MRPN yang bersifat sistematis dan terintegrasi.

Pasal 18 merupakan sintesis dari standar manajemen risiko
Internasional dan  juga terkait sistem manajemen mutu standar
ISO 9001 yang ditunjukkan pada looping praktik akan
berkontribusi/memperbarui prosedur dan/atau kebijakan.

Sumber: Rapat Sharing Session dengan Bappenas dalam rangka
persiapan Rapat Komite MRPN di Bappenas, 10 November 2023

Pemahaman sistem untuk Manajemen Risiko Lintas Sektor
mempunyai keterkaitan dengan Manajemen Risiko Rantai Pasok
yang merupakan suatu kegiatan yang terkoordinasi antara semua
pelaku rantai pasok dan menyangkut risiko potensi penyimpangan
yang terjadi pada seluruh rangkaian proses. Risiko yang tidak
teridentifikasi dapat menyebabkan kesalahan arah dalam proses
manajemen risiko rantai pasok (perencanaan mitigasi risiko dan
lain-lain), sehingga menimbulkan strategi yang tidak tepat untuk
mengendalikan risiko tersebut dan ini dapat menyebabkan
kerugian yang lebih besar (Karunia & Santoso, 2022)

Siklus Deming merupakan konsep pemecahan masalah yang
dapat diterapkan dengan menggunakan pendekatan P-D-CA
sebagai proses penyelesaian masalah. secara iterasi yang
dilakukan untuk memperoleh hasil yang optimal dan tervalidasi.
Sedangkan teknik yang dapat dipergunakan untuk
mengidentifikasi risiko yang paling banyak digunakan adalah Root
Cause Analysis (RCA).
Teknik RCA dalam proses pemecahan masalah merupakan suatu
teknik yang bertujuan untuk membantu tim di area kerja untuk
menemukan dan memahami akar penyebab suatu masalah,
dengan tujuan menghilangkan akar penyebab (Santoso et al.,
2021). Salah satu alat yang digunakan untuk RCA adalah diagram
tulang ikan/ fishbone diagram/ Ishikawa diagram, atau cause-and-
effect diagram
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Gambar 2.6.3.1. Siklus PDCA 
Sumber: Deming (1982) dalam Santoso et al (2020); Nurzaki
et al (2020)

Siklus PDCA (Siklus Deming)

Siklus PDCA pertama kali dipopulerkan oleh W. Edwards Deming,
sehingga siklus ini sering disebut dengan Siklus Deming. Deming
selalu menyebut Siklus tersebut sebagai Siklus Shewhart untuk
Pembelajaran dan Peningkatan Berkelanjutan.

Tahapan PDCA terdiri dari:
P (Plan), yakni merencanakan Goal dan Proses yang diperlukan
untuk menghasilkan hasil yang sesuai dengan tujuan yang
ditetapkan.
D (Do), yakni melakukan proses perencanaan dan pengukuran
proses  yang telah ditetapkan pada tahap sebelumnya (plan).
C (Check), yakni mengevaluasi tujuan dan prosedur untuk
dilaporkan hasilnya guna memastikan apakah semuanya sesuai
dengan standar.
A (Act), melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hasil tujuan
dan prosedur serta melakukan perbaikan untuk menindak
lanjuti kekurangan.

Teknik yang dapat dipergunakan untuk mengidentifikasi risiko

Sumber: ISO 31000
Catatan: SA : Strongly applicable A : Applicable, NA : Not Applicable

Tabel 2.6.3.1. Teknik yang dapat dipergunakan untuk
mengidentifikasi risiko
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Diagram Fishbone (Tulang Ikan)

Sumber: Ishikawa (1991) dalam Rahayu & Santoso 2021
Gambar  2.6.4.1. Fishbone Diagram
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 Komponen (6 M) dalam fishbone diagram:
Man (Manusia) adalah sumber daya manusia yang terlibat
dalam masalah atau memberikan pengaruh sebab-akibat yang
menyebabkan permasalahan.

1.

Method (metode) adalah cara atau proses yang digunakan
dalam pelaksanaan kegiatan.

2.

Machines (mesin) adalah peralatan atau alat lainnya yang
digunakan selama proses bisnis atau menjadi penyebab dari
permasalahan.

3.

Materials (material) adalah bahan baku yang digunakan, seperti
suku cadang atau produk mentah yang diolah untuk
menghasilkan produk akhir.

4.

Measurement (pengukuran) adalah data yang dihasilkan dalam
proses bisnis.

5.

Milieu (lingkungan) adalah kondisi lingkungan seperti suhu,
lokasi, dan waktu di mana suatu proses berlangsung atau
permasalahan sedang terjadi.

6.
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Diagram Tulang Ikan adalah alat analisis yang digunakan untuk
melihat dampak dan penyebab dari suatu masalah. Memiliki bagian
kepala yang berbentuk ikan dan tulang punggung. Faktor-faktor
utama yang dapat menyebabkan keberhasilan atau kegagalan
pada proses tersebut ditunjukkan sebagai tulang-tulang utama
yang melekat pada tulang punggung. Dalam diagram Tulang Ikan,
faktor-faktor yang digunakan untuk mengidentifikasi dan
menganalisis masalah dalam suatu sistem disebut komponen yang
biasa disebut 6M. 

5 Why’s

Metode 5 Whys adalah teknik pemecahan masalah yang digunakan
untuk mengungkap akar permasalahannya. Metode ini digunakan
secara luas untuk memecahkan masalah, misalnya jika suatu sistem
atau proses tidak berfungsi dengan benar.
Pada analisis RCA, untuk mengidentifikasi kemungkinan penyebab
masalah untuk membantu menemukan faktor krusial suatu masalah
yang dapat digunakan 5 Why’s analysis. digunakan untuk
mengidentifikasi sumber utama dari masalah atau kesalahan yang
terjadi (Santoso et al, 2021)

Sumber: Taiichi Ohno (1998) dalam Santoso, et al.,  2022
Gambar  2.6.5.1. Contoh 5 Why’s Analysis

Analisis dilakukan dengan menanyakan pertanyaan "mengapa"
sebanyak lima kal sampai tujuan utama dari peristiwa tersebut
ditemukan. Pengulangan dilakukan untuk menyelidiki hubungan
sebab akibat yang mendasari adanya masalah serius yang terjadi.
Analisis 5 Why’s membantu menemukan sumber masalah dan
menentukan hubungan antara sumber masalah yang berbeda 
Analisis “5-Whys”. membuat pertanyaan dasar yang mengarah
pada masalah untuk memahami lebih dalam apa sebenarnya
masalah dari beberapa perspektif
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Sumber: Santoso et al,  2021

Gambar  2.6.5.2. Contoh Kerangka Pikir Manajemen Risiko
PDCA

Gambar di atas merupakan contoh berupa tahapan penyelesaian
masalah menggunakan PDCA, yakni dengan dilakukan
pengumpulan data  masalah yang dikelompokkan dan dibuat 

diagram pareto untuk mengetahui problem penyebabnya, 
check sheet untuk mengidentifikas aktual produk dan proses. 
Fishbone diagram dan analisis 5W+1H digunakan untuk
mempermudah menganalisis penyebab masalah. Analisis
penyebab masalah diperlukan untuk mengetahui permasalahan
utama secara detail berdasarkan data dan informasi yang ada
menjadi komponen (6 M)
Rekomendasi rencana perbaikan, mengevaluasi, dan
mempelajari tindakan sebelumnya dengan melakukan
perbandingan  masalah (claim) antara sebelum dan sesudah
perbaikan, melakukan standardisasi dari perbaikan,
menentukan rencana tindakan perbaikan berikutnya (langkah
ke delapan/action) berdasarkan langkah check (memeriksa).
Memasukkan dan mengimplementasikan Standar Operasional
Prosedur (SOP) dan Instruksi Kerja (IK) baru 
Pengukuran implementasi SOP & IK untuk mengkonfirmasi
tujuan

Sumber: Santoso & Mayrifka, 2019; Santoso et al, 2021.

Pada contoh kerangka pikir tersebut di atas, produk yang
bermutu mempunyai pengaruh yang besar terhadap citra
perusahaan, dan juga sangat berpengaruh terhadap jumlah
penjualan dan laba yang akan diperoleh. Namun dalam fakta
lapangan disebutkan bahwa terkadang banyak sekali produk
yang gagal  dan terpaksa dibuang karena tidak memenuhi
standar mutu. Produk yang gagal ini disebabkan oleh berbagai
faktor, antara lain 4M (Man, Material, Machine & Method).
Penulis menggunakan konsep manajemen risiko yang dibantu
dengan pendekatan FMEA (Failure Mode and Effect Analysis)
untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi.
Pengelolaan risiko yang digunakan adalah risk avoidance dan
risk mitigation dengan mengurangi kemungkinan atau dampak.
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Telaah Proses 

MRPN Lintas Sektor

Implementasi dari kerangka kerja manajemen risiko dilakukan
melalui proses manajemen risiko. Proses ini terdiri dari enam tahap
utama. Tiga tahap inti berupa penetapan lingkup, konteks, dan
kriteria; penilaian risiko; dan perlakuan risiko. Sedangkan tiga
tahap payung berupa komunikasi dan konsultasi, pemantauan dan
tinjauan, serta pencatatan dan pelaporan.

Proses manajemen risiko merupakan bagian integral dari
manajemen dan pengambilan keputusan dalam suatu organisasi.  
Setiap tahap dalam proses ini memiliki peran penting dalam
memastikan bahwa risiko diidentifikasi, dianalisis, dan dikelola
dengan tepat, sehingga organisasi dapat mengambil keputusan
yang lebih informasional dan bijaksana.

Gambar 2.7.0.1. Outline Pedoman Kebijakan MRPN dan Kerangka
Prosedur Pelaksanaan Proses MRPN Lintas Sektor
Sumber: Rapat Teknis Pendalaman Konsep Pedoman Kebijakan
MRPN, 29 September 2023

Gambar  2.7.0.2. Pembahasan MRPN dengan BPKP 20 Mei 2024
Sumber: Persiapan pelaksanaan program prioritas oleh BPKP
sebagai bagian dari MRPN, 2024

Agar dapat dilakukan analisis terhadap pembangunan pariwisata
nasional diperlukan data (i) Kebijakan-kebijakan dalam mendukung
pariwisata nasional, (ii) strategi dan kebijakan Kemenko Marves
dalam mendukung dan meningkatkan pariwisata nasional, (iii)
identifikasi isu utama dan progres penyelesaian upaya
pengembangan DPSP dan (iv) rapat koordinasi Pariwisata DPSP
yang sudah dilakukan, lebih lengkapnya dapat dilihat di bawah ini.
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Konsultasi dengan pakar atau ahli sangat penting untuk
mendefinisikan konteks dengan tepat. Selain itu, komunikasi
dengan para pemangku kepentingan juga krusial karena mereka
memberikan pertimbangan dan penilaian terhadap risiko
berdasarkan persepsi mereka. Oleh karena itu, rencana komunikasi
dan konsultasi harus menjadi forum untuk bertukar informasi di
antara para pemangku kepentingan, dengan tujuan
menyampaikan pesan secara jujur, akurat, bermanfaat, mudah
dimengerti, didasarkan pada fakta yang ada, serta memiliki besar
kontribusi yang dapat dinilai.

Komunikasi dan Konsultasi

Salah satu aspek penting dalam penilaian risiko adalah komunikasi
dan konsultasi. Komunikasi risiko dapat dikatakan sebagai proses
interaktif di mana informasi dan pendapat mengenai risiko dan
pengelolaannya ditukar. Menurut National Research Council dalam
bukunya Improving Risk Communication (1989), komunikasi risiko
melibatkan berbagai pesan mengenai risiko dan pengelolaannya.

Sumber: ISO 31000: 2009
Gambar  2.7.1.1. Proses Manajemen Risiko ISO 31000 (2009)

Interpretasi menurut Perpres 39 Tahun 2023 tentang MRPN,
Komunikasi dan Konsultasi memiliki tujuan dan lingkup:

Komunikasi dalam proses MRPN LS merupakan aktivitas
penyampaian informasi yang bertujuan untuk meningkatkan
kesadaran dan pemahaman terhadap risiko.

1.

Konsultasi dalam proses MRPN LS merupakan aktivitas
memperoleh informasi terkait risiko yang melibatkan para
pihak terkait dengan tujuan untuk mendapatkan umpan balik
dalam rangka pengambilan keputusan.

2.

Komunikasi dan konsultasi pada proses MRPN LS dapat
melibatkan pihak internal UPR LS maupun dengan pihak
eksternal yang terkait pada pengelolaan risiko pada Objek
MRPN LS.

3.

Interpretasi menurut Perpres 39 Tahun 2023 tentang MRPN,
Mekanisme Komunikasi dan Konsultasi:

Rapat Berkala1.
Rapat Insidental2.
Rapat Kelompok Terarah (Focus Group Discussion)3.
Dialog Risiko Pembangunan Nasional4.
Penggunaan Sistem Informasi5.
Pelaporan Berkala dan Insidental6.
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Menerapkan manajemen risiko berarti melakukan manajemen
perubahan. Manajemen perubahan dalam organisasi memiliki
makna melakukan perubahan dalam dua tataran yaitu tataran
organisasi dan tataran individu yang mana keduanya harus
berjalan selaras untuk mendapatkan hasil terbaik (Susilo & Kaho,
2018)

Pada tahap komunikasi dan konsultasi ini seluruh pemangku
kepentingan harus menyamakan persepsi sehingga tercipta
sebuah visi yang sama. Model yang dapat digunakan adalah
menggunakan Now, How, Wow. Now membahas tentang
lingkungan makro, lingkungan mikro dan lingkungan organisasi.
Hal ini penting agar para pemangku kepentingan memiliki persepsi
awal dan positioning yang sama. 

How mengulas tentang strategi kompetitif, strategi inisiatif dan
fungsi-fungsi inisiatif apa yang akan digunakan, hal ini bertujuan
agar tercipta kerangka kerja yang sama. Pada tahapan akhir
setelah Now dan How, akan muncul sebuah visi yang sama pada
setiap pemangku kepentingan sehingga langkah selanjutnya akan
berjalan lebih efektif dengan ritme serta pola yang diharapkan.  
 

Sumber: Susilo & Kaho, 2018,
Gambar  2.7.1.2.  Schippmann Model “Manajemen Strategis”, 1999

“Good Public Governance merupakan sistem atau aturan perilaku
terkait dg pengelolaan wewenang oleh para penyelenggara negara
dlm menjalankan tugasnya secara bertanggung jawab dan
akuntabel.” (KNKG, 2022)

Tujuan governansi sektor publik adalah untuk memastikan bahwa
organisasi sektor publik dapat berjalan untuk mencapai tujuan
pembangunan. Governansi yang baik dalam organisasi publik
diperlukan untuk membantu meningkatkan efektivitas organisasi,
keberlanjutan, akuntabilitas & keadilan.

Sumber: Komite Nasional Kebijakan Governansi, 2022 
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Penilaian Risiko

Identifikasi Risiko

Penilaian risiko adalah proses keseluruhan yang mencakup
identifikasi risiko, analisis risiko, dan evaluasi risiko. Melalui
penilaian risiko, organisasi dapat memahami risiko, penyebab,
konsekuensi, dan probabilitas terjadinya risiko.

Identifikasi risiko merupakan proses menemukan, mengenali, dan
merekam risiko yang mungkin terjadi dan dapat mempengaruhi
tujuan organisasi. Proses ini tidak hanya mempertimbangkan
ancaman kerugian, tetapi juga peluang yang bermanfaat bagi
pencapaian sasaran. Pada saat melakukan identifikasi risiko, setiap
mekanisme kontrol internal (internal control system) yang bersifat
mengendalikan risiko juga diidentifikasi, memastikan tingkat risiko
saat ini (current risk level) berada pada level yang dapat diterima
(acceptable risk). Identifikasi risiko juga tidak sekedar membuat
daftar risiko, tetapi juga perlu menggali berbagai faktor terkait
untuk mendapatkan gambaran tentang suatu risiko.

Menetapkan Lingkup, Konteks,

dan Kriteria

Menetapkan lingkup adalah langkah awal yang penting untuk
memperjelas ruang lingkup manajemen risiko. Perumusan konteks
bertujuan untuk memahami lingkungan dan batasan penerapan
manajemen risiko pada setiap Unit Pemilik Risiko (UPR), dengan
tahapan sebagai berikut:

Menentukan ruang lingkup dan periode penerapan manajemen
risiko:

Menetapkan sasaran organisasi, Penetapan sasaran organisasi
dilakukan dengan mengacu pada sasaran strategis, sasaran
organisasi dari inisiatif strategis dalam kontrak kinerja dan/atau
program/proyek/kegiatan yang direncanakan/dilaksanakan
organisasi.

Mengidentifikasi pemangku kepentingan, Identifikasi pemangku
kepentingan mencakup pihak yang menjadi pemangku
kepentingan, yaitu pihak yang berinteraksi dan berkepentingan
terhadap output dan/atau outcome organisasi.

Menetapkan struktur UPR, Struktur UPR mengacu pada
organisasi yang terlibat  

Ruang lingkup penerapan manajemen risiko merupakan
batasan tugas, fungsi, dan mandat dimana manajemen risiko
akan diterapkan.
Periode penerapan manajemen risiko merupakan kurun waktu
penerapan manajemen risiko.

1.

2.

Sumber: Rapat Koordinasi Penjajakan dan Pendampingan
Implementasi MRPN, BPKP,  2024

Gambar  2.7.4.1.  MRPN Organisasi dan Lintas Sektor: penerapan
risk based audit



Implementasi manajemen risiko sangat erat kaitannya dengan
Manajemen Strategik, hal ini dikarenakan baik dalam Manajemen
Risiko maupun Manajemen Strategik kita perlu mempertimbangkan
kemungkinan terjadinya hal yang tidak diinginkan. Salah satu
model yang dapat digunakan adalah dengan Scenario Planning
within the AFI Strategy Framework yang dikembangkan oleh Frank
T. Rothaermel dalam bukunya Strategic Management. Pada model
ini kita diminta untuk mengembangkan berbagai macam skenario
yang akan menjadi alternatif-alternatif pada perencanaan kita. 
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Kategori Risiko Organisasi dan Lintas Sektor

Sumber: Anderson, 2010, dalam Susilo & Kaho, 2018 
Pada tahapan penetapan lingkup, konteks dan kriteria perlu
diketahui terlebih dahulu kategori-kategori yang ada. Secara umum
kategori risiko dapat dibagi menjadi 4 yakni Risiko Strategis, Risiko
Operasional, Risiko Ekonomi dan Risiko Bencana.

Sumber: Rothaermel, 2024 

Tabel  2.7.4.1.  Kategori Risiko Organisasi dan Lintas Sektor

Gambar  2.7.4.2.  Scenario Planning within the AFI Strategy
Framework
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Tingkat Kemungkinan (Likelihood)

Akibat/Dampak (Impact), Impact merupakan pengaruh atau
dampak suatu peristiwa terhadap aktivitas lain, terutama ketika
peristiwa tersebut tidak diinginkan. Menurut Stonebumer,
Goguen, & Feringa (2002), dampak nyata dapat diukur secara
kuantitatif, misalnya dalam hal pendapatan yang hilang, biaya
perbaikan sistem, atau upaya yang diperlukan untuk
memperbaiki masalah akibat ancaman yang berhasil. Besarnya
dampak risiko yang dapat ditolerir oleh suatu organisasi  
dirumuskan dengan menggunakan konsep risk appetite atau
toleransi risiko.

2.

Sumber: Manajemen Risiko Panduan untuk Risk Leaders dan Risk
Practitioners ISO 31000:2018 (Leo, 2018)

Tabel 2.7.5.2. Skala Dampak RIsiko

Sumber: Manajemen Risiko Panduan untuk Risk Leaders dan Risk
Practitioners ISO 31000:2018 (Leo, 2018)

Analisis Risiko

Analisis risiko memberikan masukan terhadap penilaian risiko
yang telah diidentifikasi, serta menentukan penanganan yang
tepat sesuai dengan risiko yang diterima. Williams et al. (1993)
menjelaskan pendekatan analisis risiko menggunakan dua kriteria
penting: kemungkinan (probability) dan dampak (impact). 

Kemungkinan (Likelihood), Likelihood digunakan untuk
menentukan tingkat kemungkinan terjadinya suatu peristiwa
yang dipakai oleh pemilik risiko dalam analisis risiko. Menurut
Badan Standardisasi Nasional (2018), dalam melakukan analisis
likelihood beserta estimasi probabilitas dapat digunakan 3
pendekatan sebagai berikut:

1.

Tabel 2.7.5.1. Tingkat Kemungkinan (Likelihood)

p j

Skala Dampak RIsiko



Perlakuan Risiko

Pemantauan dan tinjauan

Setelah melakukan evaluasi risiko, maka akan memiliki daftar risiko
yang perlu ditangani lebih lanjut. Untuk setiap risiko yang
memerlukan perlakuan, diperlukan pemeriksaan ulang yang
komprehensif terhadap informasi dan data hasil analisis risiko.
Perlakuan risiko dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan
berikut:

Menghindari/menolak risiko untuk menghindari dampak
negatifnya (Risk Avoidance).

1.

Mengurangi kemungkinan atau dampak risiko yang memiliki
kemungkinan terjadi dengan hasil negative (Risk
Mitigation/Reduction).

2.

Membagi risiko dengan melibatkan pihak ketiga (Risk
Sharing/Transfer).

3.

Mempertahankan atau menerima risiko dengan tidak membuat
perubahan pada rencana proyek untuk menghadapi risiko.
(Risk Acceptance).

4.

Pemantauan dan tinjauan manajemen risiko harus dilakukan secara
rutin agar proses manajemen risiko berjalan dengan efektif.
Terdapat tiga tipe pemantauan dan tinjauan yang dapat dilakukan:

Melakukan monitoring secara berkelanjutan dengan penilaian
rutin.

1.

Review manajemen. 2.
Melakukan audit baik dari staf audit internal dan eksternal.3.

Evaluasi Risiko

Untuk menilai seberapa signifikan suatu risiko, perlu dilakukan
perbandingan antara level risiko dengan kriteria risiko yang telah
ditetapkan. Langkah evaluasi ini penting agar dapat membuat
keputusan yang tepat, seperti menentukan apakah risiko tersebut
perlu diberi perlakuan khusus, apakah perlu dilakukan
penanganan, serta menetapkan prioritas risiko yang memerlukan
perhatian lebih. Setelah urutan prioritas risiko disusun berdasarkan
peringkat, hasilnya kemudian ditampilkan dalam bentuk matriks.
Dalam evaluasi kualitatif, metode yang digunakan meliputi
penentuan peringkat risiko, peta risiko, dan penilaian urgensi
(Urgency Assessment). 

Tabel 2.7.6.1. Matriks Perlakuan Risiko

Sumber: Manajemen Risiko Panduan Untuk Risk Leaders dan Risk
Practitioners ISO 31000:2018 (Leo, 2018)
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Adaptasi Model dari Standar Manajemen Risiko
Konsepsi Implementasi MRPN Lintas Sektor ini merupakan
adaptasi dari Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang
MRPN. Model MRPN Lintas Sektor dirancang untuk diaplikasikan di
berbagai sektor guna mengelola risiko secara efektif dan efisien.
Gambaran model MRPN Lintas Sektor terdiri dari beberapa
komponen utama yang juga merupakan komponen pada proses
manajemen risiko, seperti menetapkan lingkup, konteks, dan
kriteria; komunikasi dan konsultasi; penilaian risiko; identifikasi
risiko; analisis risiko; evaluasi risiko; perlakuan risiko; serta
pemantauan dan tujuan.

Konsepsi Implementasi 

MRPN Lintas Sektor Tujuan dan Manfaat Model MRPN Lintas Sektor 
Merujuk pada Perpres Nomor 39 Tahun 2023 tentang MRPN, tujuan
utama dari penerapan MRPN adalah meningkatkan pencapaian
sasaran Pembangunan Nasional, meningkatkan kualitas tata kelola
penyelenggaraan negara dan meningkatkan efektivitas sistem
pengendalian intern berkembangnya inovasi pelayanan publik. 

Terdapat delapan tujuan model MRPN Lintas Sektor:
Meningkatkan efektivitas komunikasi dan konsultasi dalam
manajemen risiko.

1.

Memperjelas ruang lingkup manajemen risiko dengan
menyediakan kerangka kerja yang komprehensif.

2.

Memberikan kerangka kerja untuk penilaian risiko yang
menyeluruh.

3.

Menyediakan pendekatan sistematis dalam identifikasi risiko.4.
Memberikan pendekatan analisis risiko yang komprehensif.5.
Menilai signifikansi risiko.6.
Mengelola risiko yang telah dievaluasi.7.
Memastikan efektivitas proses manajemen risiko melalui
pemantauan dan tinjauan rutin.

8.

Manfaat Konsepsi Implementasi MRPN Lintas Sektor yakni: 
Peningkatan Komunikasi dan Konsultasi,1.
Kejelasan Ruang Lingkup,2.
Pemahaman Risiko yang Mendalam,3.
Identifikasi Risiko yang Sistematis,4.
Analisis Risiko yang Mendalam,5.
Keputusan yang Lebih Baik,6.
Manajemen Risiko yang Efektif, dan7.
Proses Manajemen Risiko yang Efektif.8.Sumber: Sharing Session Perpres No. 39 Tahun 2023 tentang  

MRPN dengan Bappenas dalam rangka persiapan Rapat Komite
MRPN, 10 November 2023



pilot study 

Konsepsi

Penyelenggaraan 

MRPN Lintas Sektor 

03

Gambar  3.0.0.1. KPBU SPAM JATILUHUR

Sumber: aspek.id

https://aspek.id/proyek-spam-jatiluhur-rp17-t-dimulai-agustus-2021/


Pilot Study 

Konsepsi Penyelenggaraan

MRPN Lintas Sektor

Sumber: https://tirtabhagasasi.co.id/
Gambar 3.1.0.2. Gambar KPBU SPAM

Dalam rangka persiapan penerapan MRPN Lintas Sektor dilakukan
pemilihan pilot study MRPN Lintas Sektor. Langkah awal
penerapannya antara lain adalah menyusun rancangan pedoman
penerapan MRPN. Salah satu tahapan penting dalam penyusunan
pedoman adalah melakukan pilot study dalam rangka menguji
daya terap rancangan pedoman MRPN yang sedang disusun
tersebut.

Gambar  3.1.0.1. Justifikasi Pemilihan Isu Pilot Study
Sumber: Bappenas 2023
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Berdasarkan justifikasi tersebut di atas, sebagai representasi
Program Strategis Nasional (PSN) untuk skema pembiayaan, maka
pada buku ini dilakukan analisis konsepsi penyelenggaraan MRPN
LS untuk skema pembiayaan Kerjasama Pemerintah dan Badan
Usaha (KPBU) dan diambil pilot study KPBU SPAM Regional 1
Jatiluhur yang pengelolaan bersifat lintas sektor dan lintas
regional serta terkait dengan pemenuhan dasar yaitu air minum.

https://tirtabhagasasi.co.id/
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Gambar 3.1.0.3. Akses, Manfaat, dan Target Air Minum di
indonesia

Sumber: BPKP, 2023

Sasaran Kinerja Pembangunan
Kondisi Akses Air Minum di Indonesia
Cascading Target

Prinsip

Untuk memenuhi PRINSIP MRPN meliputi prinsip kolaboratif,
maka dilakukan:

penyusunan formulasi strategi melalui penyusunan profil
kebijakan/ program/ proyek berupa Stakeholders Mapping,
Cascading: Sasaran, Target, indikator & bisa dilakukan
dengan pendekatan klaster industri & value chain;
pemetaaan stakeholder (peta pelaku).



Salah satu program pembangunan yang dipilih untuk menjadi
objek pilot study penerapan MRPN adalah pembangunan Sistem
Penyediaan Air Minum (SPAM) Jatiluhur I. SPAM Jatiluhur I adalah
proyek strategis nasional yang bertujuan untuk meningkatkan
akses masyarakat terhadap air minum yang layak. Proyek ini
mencakup pembangunan infrastruktur dan peningkatan jaringan
distribusi air minum di beberapa wilayah. Pembangunan SPAM
Regional Jatiluhur I memiliki tujuan untuk meningkatkan akses
masyarakat terhadap air bersih. Beberapa pihak yang terkait
antara lain Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementarian PUPR
selaku Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK), Perum Jasa
Tirta II selaku Agen Pembayaran, PT Wika Tirta Jaya Jatiluhur
selaku Badan Usaha Pelaksana (BUP) serta PAM Jaya Provinsi DKI
Jakarta, Perumdam Tirta Tarum Karawang, Perumdam Tirta Patriot
Kota Bekasi, dan Perumdam Tirta Bhagasasi Kabupaten Bekasi
sebagai offtaker.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
telah memulai pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum
(SPAM) I Regional Jatiluhur dengan ditandatanganinya perjanjian
pinjaman antara PT Wika Tirta Jaya Jatiluhur dan Bank Mandiri
senilai Rp 1,17. SPAM wilayah Jatiluhur I terdiri atas sistem hulu dan
hilir. Proyek SPAM Regional Jatiluhur yang dimulai sejak Januari
2022 diprakarsai oleh Konsorsium PT Jaya Konstruksi Manggala
Pratama Tbk – PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. – PT Tirta Gemah
Ripah dengan masa kerjasama 30 tahun. Proyek Kerjasama
Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU) SPAM melibatkan
berbagai pemangku kepentingan, termasuk kementerian, lembaga,
daerah, dan badan usaha serta masyarakat, dan pihak lain yang
terlibat dalam rantai pasokan dan distribusi air.

Peta Pelaku

Peta pelaku dalam proyek KPBU SPAM adalah alat penting untuk
mengidentifikasi, mengorganisir, memahami peran maupun
tanggung jawab, dan interaksi berbagai pihak yang terlibat. Peta
ini membantu memastikan koordinasi yang efektif dan efisien
dalam pelaksanaan proyek, menghindari duplikasi usaha, dan
memaksimalkan kontribusi dari setiap pelaku. KPBU SPAM
Regional Jatiluhur 1, melibatkan berbagai pihak dengan
kepentingan dan perspektif yang berbeda.

Gambar  3.1.1.1. Gambaran pemetaan pelaku KPBU SPAM Regional
Jatiluhur 1
Sumber: Bappenas 2023
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Kerangka Kerja Manajemen

Risiko Lintas Sektor KPBU

SPAM Regional Jatiluhur 1

Dalam proyek-proyek dengan entitas yang kompleks, seperti
KPBU untuk pembangunan SPAM, mengelola risiko memerlukan
pendekatan yang terstruktur dan holistik. 

Sumber: Manajemen Risiko Panduan untuk Risk Leaders dan Risk
Practitioners ISO 31000:2018 (Leo, 2018) (diolah)

Gambar 3.1.2.1. Kerangka Kerja Manajemen Risiko Lintas Sektor

Gambar 3.1.1.3. Ilustrasi Peta Pelaku Proyek SPAM Jatiluhur 1
Sumber: Kontributor materi dan olah data penulis, 2024

Gambar 3.1.1.2. Gambaran Penerapan MRPN Lintas Sektor pada
KPBU SPAM Regional Jatiluhur 1
Sumber: Rapat Sharing Session dengan Bappenas dalam rangka
persiapan Rapat Komite MRPN di Bappenas, 10 November 2023
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Salah satu poin mendasar dalam kerangka kerja manajemen risiko
adalah perancangan dimana di dalamnya terdapat sebuah desain
tata kelola guna memastikan bahwa setiap tingkat memahami
peran dan tanggung jawab. Penegasan ini mencakup lini pertama,
lini kedua, dan lini ketiga yang memiliki peran saling melengkapi
dalam keseluruhan proses manajemen risiko.

Gambar 3.1.3.1. Visualisasi Three Lines of Model Proyek 
KPBU SPAM Regional Jatiluhur 1

Sumber: ISO 31000 (diolah)

Three Lines of Model

Foto 3.4.1. Grand Launching Pelatihan dan Sertifikasi 
Manajemen Risiko Sektor PublikGambar 3.1.3.2. Peran dan Tanggung Jawab Lini 1, 2, dan 3 pada

Manajemen Risiko Lintas Sektor 

Sumber: Perpres 39 Tahun 2023 (diolah)



Gambar 3.2.4.1. Diagram Fishbone Manajemen Risiko Lintas
Sektor Proyek KPBU SPAM Regional Jatiluhur 1

Sumber: Kontributor materi dan olah data penulis, 2024

Diagram Fishbone, juga dikenal sebagai diagram Ishikawa atau
diagram sebab-akibat, digunakan untuk mengidentifikasi dan
menganalisis berbagai penyebab dari suatu masalah. Untuk
mengetahui penyebab dari risiko strategis "Sasaran pembangunan
infrastruktur penyediaan air minum tidak tercapai". Dari 20 risiko
yang terdapat dalam diagram fishbone, hanya 15 risiko yang
dimasukkan karena 5 risiko lainnya memiliki tingkat risiko yang
rendah, berikut adalah diagram Fishbone yang menggambarkan
beberapa kategori penyebab utama dan sub-penyebabnya :

Fishbone Diagram

Keterangan
*R= Risiko
*Diagram fishbone untuk risiko lainnya terdapat pada lampiran
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Proses Manajemen Risiko Lintas

Sektor KPBU SPAM Regional

Jatiluhur 1

Proses Manajemen Risiko merupakan bagian yang terpadu dengan
proses manajemen secara keseluruhan, khususnya perencanaan
strategis, manajemen kinerja, penganggaran dan sistem
pengendalian internal, serta menyatu dalam budaya dan proses
bisnis organisasi.

Dalam konteks KPBU, komunikasi antar pemerintah dan badan
usaha dapat memperoleh masukan yang berharga dari berbagai
pemangku kepentingan, guna menyelaraskan tujuan dan
memastikan pemahaman bersama mengenai risiko proyek. Selain
itu, konsultasi dengan komunitas lokal, LSM, regulator, dan ahli di
bidang air minum dapat membantu dalam mengidentifikasi risiko
yang mungkin tidak terlihat oleh tim proyek dan mengembangkan
strategi mitigasi yang lebih efektif. Komunikasi dan konsultasi
dilakukan ke dalam beberapa bentuk: 

Komunikasi dan Konsultasi 

Rapat berskala, dilaksanakan secara periodik, paling sedikit
setiap triwulan, dalam Dialog Kinerja Organisasi (DKO). 
Rapat insidental, dilaksanakan sewaktu-waktu sesuai
kebutuhan berdasarkan arahan Pimpinan UPR atau kondisi
mendesak terkait risiko. 
Diskusi kelompok terarah (Focused Group Discussion),
bertujuan untuk menggali dan menganalisis informasi
terkait risiko.



Identifikasi Risiko Manajemen

Risiko Lintas Sektor KPBU SPAM

Regional Jatiluhur 1

Foto 3.4.1. Grand Launching Pelatihan dan Sertifikasi 
Manajemen Risiko Sektor PublikGambar 3.2.2.1. Identifikasi Risiko pada Tahapan Proyek

Sumber: Kemenko Marves 2023 (diolah)

Identifikasi risiko memberikan dasar untuk melakukan evaluasi
mendalam dan perbaikan dalam strategi pembangunan. Dari
proses identifikasi riisko pada proyek KPBU SPAM Regional
Jatiluhur 1, didapatkan 1 Risiko Strategis (Makro), 11 Risiko
Operasional, 3 Risiko Kebijakan, dan 5 Risiko Finansial. 

Risiko Strategis: Pembangunan infrastruktur sistem penyediaan
air minum tidak tercapai.
Risiko Operasional: Pembebasan lahan, Perizinan, Kesalahan
desain, pengadaan material, cacat konstruksi, keterlambatan
penyelesaian proyek, Kesehatan dan keselamatan kerja, SDM,
Penurunan kuantitas air baku, Kebocoran jaringan, dan Dampak
Lingkungan.
Risiko Kebijakan: Perubahan regulasi (dan pajak) yang
diskriminatif dan spesifik (discriminatory or specific change in
law), Perubahan regulasi (dan pajak) yang umum (general
change in law), Ekspropriasi (Pengambilahan aset).
Risiko Finansial: Struktur modal yang tidak optimal, Penurunan
permintaan, Premi Asuransi, Kegagalan pemenuhan
pembiayaan, Penyesuaian tarif terhambat.

87 88



No
Kategori
Risiko

Jenis Risiko Deskripsi

1
Risiko
Strategis

1.Sasaran
pembangunan 10
juta sambungan
Rumah (SR)
tidak tercapai

Tujuan atau target-target
yang dituangkan dalam
RPJMN tidak tercapai
karena cascading sasaran
tidak in-line indikator
kinerja utama stakeholder

2
Risiko
Operasional

1. Pembebasan
lahan tidak bisa
dilakukan/hanya
sebagian

Kegagalan menjalankan
proyek karena terhambat
pengadaan lahan

2.Terlambatnya
penyelesaian
konstruksi

Kontraktor gagal
melaksanaan kewajiban
menyelesaikan tugasnya
sesuai dengan ketentuan

3.Penurunan
kuantitas air
baku

Kuantitas air baku tidak
mecukupi akibat cuaca,
pengelolaan sungai, dan
hal-hal di luar kendali
Badan Usaha 

4.Adanya
kebocoran
jaringaan

Terjadi
kebocoran/kontaminasi
dalam jaringan distribusi 

5.Pengadaan
material

Keterlambatan dalam
pengadaan material atau
peralatan khusus

Risiko Top Down dam Bottom Up 

Risiko
Operasional

6.Cacat
konstruksi

Terdapat cacat dalam hasil
pekerjaan konstruksi
mengakibatkan proyek
tidak dapat berfungsi
sesuai dengan tujuannya

7.Kesehatan &
keselamatan
kerja

Permasalahan kesehatan
dan keselamatan kerja yang
terjadi selama masa
konstruksi yang
mengakibatkan biaya
tambaha dan/atau
keterlambatan

8.Kekurangan
tenaga terampil

Kekurangn tenaga spesialis
atau tenaga terampil yang
menyebabkan biaya
tambahan dan/atau
keterlambatan

9.Dampak
lingkungan

Pekerjaan konstruksi
memiliki dampak buruk
terhadap lingkungan yang
tak terduga, mengakibatkan
biaya tambahan dan/atau
keterlambatan

10. Kesalahan
desain

Progres konstruksi
menunjukan adanya
kesalahan desain sehingga
mengakibatkan biaya tak
terduga
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3
Risiko
Kebijakan

1.Gagal/
terlambatnya
perolehan
perizinan

Terjadinya keterlambatan
otoritas perizinan
menerbitkan izin, yang
mengakibatkan
ketelambatan dan/atau
kenaikan biaya lainya

2. Ekspropriasi
Pengambilalihan atau
nasionalisasi aset tanpa
kompensasi yang memadai

3.Perubahan
regulasi (dan
pajak) yang
diskriminatif dan
spesifik
(discriminatory
or specific
change in law)

Perubahan regulasi
(termasuk kebijakan pajak)
oleh otoritas terkait (pusat
dan daerah) yang bersifat
diskriminatif terhadap
proyek atau hanya
diterapkan kepada  seluruh
proyek KPBU

4. Perubahan
regulasi (dan
pajak) yang
umum (general
change in law) 

Perubahan regulasi yang
berlaku umum di Indonesia

4
Risiko
Finansial

1.Kegagalan
pemenuhan
pembiayaan

Badan Usaha gagal
untuk menutup
pembiayaan karena
kondisi pasar;

Adanya delay konstruksi
sehingga harus
membiayai dari ekuitas,
meningkatkan investor

2. Risiko struktur
finansial

Struktur modal yang tidak
optimal mengakibatkan
inefisiensi.

3. Premi asuransi
Kenaikan tingkat premi
terhadap estimasi awal

4. Penurunan
permintaan 

Adanya penurunan
permintaan volume
sehingga menurunkan
pendapatan penjualan air

5. Penyesuaian
tarif secara
periodik
terhambat

Adanya keterlambatan
pada saat penyesuaian tarif
menjadikan berkurangnya
revenue yang diterima

Tabel 3.2.3.1. Risiko Top Down dan Bottom Up 
Sumber: Kontributor materi dan olah data penulis, 2024
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 Profil Risiko Lintas Sektor Proyek SPAM Jatiluhur 1

Analisis risiko merupakan tahapan untuk menentukan besaran
risiko dan level risiko. Analisis risiko dilaksanakan dengan cara
menentukan level kemungkinan dan level dampak terjadinya risiko
berdasarkan kriteria risiko setelah mempertimbangkan keandalan
sistem pengendalian yang ada. Setelah mendapatkan kriteria
risiko, dilakukan root cause analysis dengan menggunakan
diagram fishbone terhadap masing-masing kejadian risiko untuk
ditentukan strategi mitigasinya. Berikut merupakan hasil analisis
risiko KPBU SPAM Regional Jatiluhur 1:

Analisis MRPN KPBU SPAM

Regional Jatiluhur 1 
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Gambar 3.3.0.1. Profil Risiko Lintas Sektor Proyek SPAM Jatiluhur 1
Sumber: Kontributor materi dan olah data penulis, 2024



Temuan dan Tindak Lanjut

Tindak lanjut dari hasil temuan yang disajikan, penting bagi
pengelola proyek, khususnya dalam konteks proyek dengan skema
KPBU. Tujuannya agar dapat membantu dalam menyusun strategi
yang lebih efektif untuk pengelolaan risiko lintas sektor. 

Temuan 1: Ketiadaan sasaran yang konkret dan operasional
dalam dokumen perencanaan formal (perlunya perbaikan
dalam proses perencanaan dan dokumentasi)

Upaya: Setiap sasaran harus diuraikan dengan spesifik.
Manajemen perlu mengimplementasikan pelatihan dan
workshop untuk meningkatkan kemampuan dalam
menetapkan sasaran yang SMART (Specific, Measurable,
Achievable, Relevant, Time-bound).

Temuan 2: Ketidakselarasan antara cascading sasaran dan
kerangka logis tujuan program menunjukkan adanya
disconnect antara strategi tingkat tinggi dan implementasi
operasional. 

Upaya: PJPK harus melakukan revisi pada kerangka kerja
cascading sasaran untuk memastikan bahwa setiap level
organisasi memiliki pemahaman yang sama dan mungkin
memerlukan pendekatan yang lebih kolaboratif dalam
perumusan sasaran dan pengembangan peta jalan yang jelas
untuk pencapaian tujuan.

Temuan 3: Kompleksitas dalam menentukan entitas sektor
utama memerlukan pendekatan yang lebih terstruktur untuk
pemetaan peran dan tanggung jawab. 

Upaya: PJPK perlu mengembangkan mekanisme yang jelas
untuk identifikasi dan koordinasi antara entitas yang terlibat
(dapat berupa pembuatan matriks tanggung jawab atau RACI
Matrix yang mendetail)  

Temuan 4: Penelitian ini menyoroti kebutuhan mendesak untuk
meningkatkan kompetensi penyelenggara lintas sektor.

Upaya: Manajemen harus berinvestasi dalam pelatihan yang
berkelanjutan dan pengembangan profesional bagi seluruh tim
manajemen risiko. Ini termasuk program sertifikasi, pelatihan
khusus, dan workshop yang fokus pada pengelolaan risiko
lintas sektor. Dengan kompetensi yang lebih baik,
penyelenggara akan lebih mampu mengidentifikasi, menilai,
dan mengelola risiko secara efektif.

Temuan 5: Kriteria evaluasi risiko yang tidak dapat
digeneralisasikan menunjukkan bahwa pendekatan satu ukuran
untuk semua tidak efektif dalam konteks lintas sektor. 

Upaya: Komite MRPN harus mengembangkan kriteria evaluasi
risiko yang fleksibel dan dapat disesuaikan dengan konteks
masing-masing entitas (memerlukan pendekatan yang adaptif
dan inklusif dalam penilaian risiko). 
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Kendala Penerapan MRPN 

Lintas Sektor KPBU SPAM

Regional Jatiluhur 1

Proses penilaian risiko lintas sektor dalam proyek KPBU SPAM
Regional Jatiluhur 1 menghadapi beberapa kendala yang
signifikan:

Penentuan ruang lingkup penilaian risiko yang belum jelas,
ketidakjelasan dalam menentukan ruang lingkup penilaian
risiko menyebabkan ketidakpastian dalam mengidentifikasi dan
mengevaluasi risiko. Hal ini menghambat penyelenggara dalam
menentukan prioritas dan area fokus yang perlu diperhatikan,
sehingga berpotensi mengabaikan risiko penting yang dapat
mempengaruhi keberhasilan proyek.

1.

Inkonsistensi kebijakan manajemen risiko, masing-masing
entitas yang terlibat dalam proyek ini sering kali menerapkan
kebijakan penyelenggaraan manajemen risiko sesuai dengan
konteks internal mereka sendiri. Hal ini menciptakan
inkonsistensi dalam pendekatan dan metodologi yang
digunakan, mengakibatkan kesulitan dalam mengkoordinasikan
dan menyelaraskan upaya manajemen risiko secara
keseluruhan.

2.

Keterbatasan akses data dan informasi, akses data dan
informasi terkait proyek atau kegiatan sebagai bahan untuk
melakukan pemantauan atas key risk indicator sangat terbatas.
Keterbatasan ini menghambat kemampuan untuk memantau
dan mengevaluasi risiko secara akurat dan tepat waktu,
sehingga mengurangi efektivitas dalam pengambilan
keputusan manajemen risiko.

3.

Kriteria evaluasi risiko yang beragam, kriteria evaluasi risiko
yang tidak dapat digeneralisir antara entitas membuat penilaian
risiko menjadi lebih kompleks. Setiap entitas memiliki standar
dan tolok ukur yang berbeda dalam menilai risiko, yang
menyebabkan ketidaksesuaian dalam hasil penilaian dan
interpretasi risiko. Misalnya, dalam penentuan matriks risiko ada
yang menggunakan matriks 5x5 dan ada juga yang
menggunakan matriks 3x3. Oleh karena itu, diperlukan upaya
kolaboratif untuk memperjelas ruang lingkup penilaian risiko,
menyelaraskan kebijakan manajemen risiko antar entitas,
meningkatkan akses data dan informasi, serta mengembangkan
kriteria evaluasi risiko yang dapat diterima oleh semua pihak
yang terlibat. 

4.  

Foto 3.4.1.1. KPBU SPAM Jatiluhur
Sumber: tender-indonesia.com
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Profil risiko strategis lintas sektor pada skema KPBU proyek
Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) belum banyak
tereksplorasi secara optimal karena instrumen kebijakan yang
ada saat ini belum sepenuhnya didesain dalam mengakomodasi
sinergi kolaborasi lintas sektor.

5.



Lampiran Fishbone Analysis
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Gambar 3.4.1.2. Dokumentasi Rapat Penyusunan Buku ‘Konsepsi
dan Telaah Implementasi MRPN Lintas Sektor’, 1 Agustus 2024
Sumber: Dokumentasi Kemenko Marves. 2024
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Sumber: Kontributor materi dan olah data penulis, 2024

107



Telaah Implementasi

MRPN Lintas Sektor 

Bidang Pariwisata

04

Gambar 4.0.0.1. Bukit Lyvia, Labuan Bajo



DPSP 

LABUAN BAJO

Gambar 4.1.0.1. Pemandangan Pulau Padar, Labuan Bajo
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Pengembangan ekowisata bahari di Destinasi Pariwisata Super Prioritas
(DPSP) telah menjadi salah satu prioritas utama dalam meningkatkan
kualitas pariwisata. 

PRINSIP

Formulasi strategi: Berdasarkan kebijakan-kebijakan dalam
mendukung pariwisata nasional, strategi dan kebijakan Kemenko
Marves dalam mendukung dan meningkatkan pariwisata nasional,
identifikasi isu utama dan progres penyelesaian upaya
pengembangan DPSP dan rapat koordinasi Pariwisata DPSP yang
sudah dilakukan, diperoleh data/informasi sampai dengan Triwulan I
Tahun 2024. Pada tanggal 15 Juli 2019, Labuan Bajo ditetapkan
sebagai DPSP dan menjadi suatu kawasan pariwisata terpadu yang
masuk ke dalam Program Proyek Strategis Pariwisata Nasional.
Tujuan wisata utama di Labuan Bajo yakni kawasan wisata bahari.
Pembangunan dan pengembangan destinasi wisata Labuan Bajo
tidak terlepas dari berbagai risiko yang perlu dikelola dengan baik
untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan proyek ini. Oleh
karena itu, diterapkanlah konsep MRPN untuk DPSP Labuan Bajo.
Pemetaan Stakeholder (Peta Pelaku): Menurut BPKP, dalam rapat
Penyusunan Manajemen Risiko Bidang Pariwisata yang
diselenggarakan oleh Inspektorat Kemenko Marves 6 Mei 2024. hasil
penelitian awal ditemukan beberapa kelemahan antara lain: (i) perlu
adanya kepastian mengenai Unit Pemilik Risiko (UPR) MRPN Sektor
Pariwisata, (ii) perlu mengidentifikasi peran dan tanggung jawab
masing-masing pihak yang terlibat serta memastikan hal tersebut
telah masuk ke dalam dokumen perencanaan, (iii) perlu adanya
sinkronisasi dan sinergi target antar instansi K/L/P/BU/BL, (iv)
Peningkatan Level Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP khususnya
pada K/L/P/BU/BL terkait sektor pariwisata sebagai bekal untuk
mengawal tercapainya tujuan MRPN Sektor Pariwisata, (v) perlu
adanya dukungan dari pemerintah terkait anggaran sektor
pariwisata pada tahun 2023 hanya pada kisaran 0,16% dari total
APBN, (vi) pariwisata Indonesia sangat bergantung pada kelestarian
alam dan budaya: sejumlah ancaman potensial yang perlu ditangani
diantaranya terganggunya ekosistem alami flora dan fauna,
keterbatasan pengolahan sampah dan limbah. regenerasi
budayawan.

Untuk dapat mengembangkan DPSP Labuan Bajo, penting untuk
melakukan pemetaan stakeholder guna mengetahui informasi
berdasarkan tujuan atau tugas masing-masing stakeholder terkait.
Berikut merupakan ilustrasi konsep peta pelaku manajemen risiko
lintas sektor pembangunan nasional bidang pariwisata DPSP
Labuan Bajo:

Sumber: Kontributor materi dan olah data penulis, 2024
Gambar 4.2.0.1. Peta Pelaku DPSP Labuan Bajo

Interpretasi menurut Perpres 39 Tahun 2023 tentang MRPN
terkait UPR LS:

Komite MRPN menetapkan UPR LS sebagai pemilik risiko pada
Objek MRPN LS.

1.

Struktur organisasi UPR LS terdiri atas:2.
Menteri Koordinator sesuai bidang tugasnya;a.
pimpinan Entitas MRPN Sektor Utama;b.
1 (satu) atau lebih pimpinan Entitas MRPN yang secara
bersama-sama menjadi pemilik risiko lintas sektor;

c.

pimpinan Kementerian BUMN, apabila terdapat BUMN yang
menjadi salah satu Entitas MRPN dari UPR LS; dan

d.

unit pengelola risiko lintas sektor.e.



MRPN DPSP Labuan Bajo merupakan pendekatan terstruktur
untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan
mengelola risiko yang mungkin timbul dalam proses
pengembangan dan pembangunan kawasan ini. Proses ini
bertujuan untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan
pembangunan di Labuan Bajo dengan meminimalkan dampak
negatif dari berbagai risiko potensial.

Komunikasi dan konsultasi dilakukan ke dalam beberapa bentuk:

Komunikasi dan konsultasi

Rapat Koordinasi Nasional Percepatan Pengembangan 5 DPSP
Semester I Tahun 2023 (Magelang, 21 Juli 2023).

1.

Rapat Koordinasi Nasional Percepatan Pengembangan 5 DPSP
Semester II Tahun 2023 (Labuan Bajo, 6 Desember 2023).

2.

Rapat Koordinasi Peningkatan Implementasi Manajemen Risiko
(Karawang, 18-19 Maret 2024).

3.

Rapat Penyusunan Manajemen Risiko Bidang Pariwisata
(Cirebon, 6 Mei 2024).

4.

Tabel Identifikasi Risiko

Tabel identifikasi risiko MRPN DPSP Labuan Bajo merupakan suatu
hal yang penting dalam memahami dan mengelola risiko-risiko
yang mungkin muncul dalam proses pembangunan dan
pengembangan kawasan pariwisata Labuan Bajo. Berikut
merupakan tabel identifikasi risiko yang diambil dari peta pelaku
dan merupakan representasi dari berbagai pemangku kepentingan
yang terlibat dalam pembangunan dan pengembangan kawasan
DPSP Labuan Bajo:
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Kerangka kerja

PROSES

Gambar 4.3.0.1 Diagram Fishbone Manajemen Risiko Lintas
Sektor Labuan Bajo
Sumber: Kontributor materi dan olah data penulis, 2024



Ilustrasi Analisis Risiko Pelaksanaan Program/Kegiatan
Kemenparekraf/Baparekraf

Program/kegiatan
Tahun 2022 & 2023

Probabilitas Dampak Risiko Kategori

Dukungan
Pengembangan 3A
(Dukungan sarana)

Sedang Sedang Sedang Sedang

Desa Wisata (dan
pengelolaan
sampah)

Sedang Sedang Sedang Sedang

Fasilitasi
(dokumen)
Perencanaan Daya
Tarik Wisata (DTW)

Sedang Sedang Sedang Sedang

Coaching Clinic Rendah Rendah Rendah Rendah
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Analisis Risiko

Dalam upaya pengembangan Labuan Bajo, berbagai risiko yang
dapat mempengaruhi keberhasilan proyek perlu diidentifikasi dan
dikelola secara efektif. Analisis risiko ini bertujuan untuk
memberikan pemahaman menyeluruh mengenai potensi ancaman
dan peluang yang dihadapi, serta merancang strategi mitigasi
yang tepat untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di
kawasan tersebut.

Sumber: Kontributor materi dan olah data penulis, 2024

Tabel 4.3.0.3. Ilustrasi Analisis Risiko Pelaksanaan
Program/Kegiatan Kemenparekraf/Baparekraf

Tabel 4.3.0.2. Tabel Identifikasi Risiko

Identifikasi Risiko

Program

Supply
Side

1. Pengembangan Sumber Daya Manusia Peningkatan SDM Pelaku
Wisata: (Kemenparekraf)

SDM Pariwisata, 
SDM Ekonomi Kreatif
Standarisasi dan sertifikasi kompentesi SDM Pelaku Ekonomi
Kreatif

Linkage

1. Pengembangan Destinasi & Jofrastruktur (Kemenparekraf)
3A, Infras Ekraf, Pengelolaan Sampah, BOP, Bimtek, DAK PDRB
Pertanian. Kehutanan, dan Perikanan
PDRB Industri Pengolaban
PDRB Indeka. Daya Saing Pariwisata

2. Pengembangan Industri dan Investasi (Kemenparekraf & BPM)
Promosi Investasi Parekraf
Penguatan Rantai Pasok UMKM & Industri Parekraf
Standarisasi dan Sertifikasi Usaha
Peningkatan nilai investasi swasta. Bidang Pariwisata (BPM)

3. Intermediasi/Pengembangan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf)
Aksilirasi, BEDAKAN, BEDIL
Jakubasil Kuliner. Kriya, Eesyen

4. Intermediasi/Pengembangan Tana Mori Convention Center (BUMN)
Intermediasi 3A (Amenities, Akomodasi, Aksesibilitas)

Demand
Side

1. Pengembangan Pemasaran side
Exhibition, Fam Trip
Sales Mission, Joint Promotion

2. Pengembangan Event
Wonderful Indonesia
Kharisma Event Nusantara

3. Pengembangan Atraksi
4. Usaha Bidang Pariwisata & Ekonomi Kreatif

Sumber: Kontributor materi dan olah data penulis, 2024



Ilustrasi Analisis Risiko Pelaksanaan 
Program/Kegiatan dan Infrastruktur ESDM

Program/kegiatan 
Tahun 2022 & 2023

Probabilitas Dampak Risiko Kategori

Pembangunan SUTT 70 kV
MPP Flores - Gl Labuan bajo

Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi

Pekerjaan Geser tiang Beton
Lokasi Lancang - Rangko
(Wae Kelambu) akibat
pelebaran jalan

Rendah Rendah Rendah Rendah

Pembangunan GI 70 kV
PLTMG Flores (30 MVA)

Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi

Pembangunan Gl 70 Labuan
Bajo Ext (2 LB)

Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi

PembangunanSKUTM dan
SKTM 20 kV dariGI Labuan
Bajo -Tanamoridan,
pembangunanTrafo30 MVA

Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi

Tabel 4.3.0.4. Ilustrasi Analisis Risiko Pelaksanaan
Program/Kegiatan dan Infrastruktur ESDM

Ilustrasi Analisis Risiko Pelaksanaan 
Program/Kegiatan dari KemenPUPR

Program/kegiatan Tahun
2022 & 2023

Probabilitas Dampak Risiko Kategori

Preservasi Jalan Labuan
Bajo-Malwatar-Kota

Ruteng
Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi

Pengembagan Sarana
Hunian Pendukung
Kawasan Pariwisata

Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi

Tabel 4.3.0.5. Ilustrasi Analisis Risiko Pelaksanaan
Program/Kegiatan dari KemenPUPR

Sumber: Kontributor materi dan olah data penulis, 2024

Ilustrasi Analisis Risiko Pelaksanaan 
Program/Kegiatan dari KemenBUMN

Program/kegiatan Tahun
2022 & 2023

Probabilitas Dampak Risiko Kategori

Pengembangan
Akesibilitas Pengelolaan

dan Pengembangan
Bandara Labuan Bajo
dengan Kementrian

Perhubungan

Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi

Tabel 4.3.0.6. Ilustrasi Analisis Risiko Pelaksanaan
Program/Kegiatan dari KemenBUMN
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Sumber: Kontributor materi dan olah data penulis, 2024

Sumber: Kontributor materi dan olah data penulis, 2024



Stakeholder
Analisis

Plan Do Check Act

Kementerian
pariwisata
dan ekonomi
kreatif

Peningkatan
Wisman,
Wisnus, Devisa
Pariwisata

Pencatatan
target dan
realisasi per
tahun

Pergerakan
wisnus masih
belum merata
dan masih
rendah

Peningkatan
lama rata-rata
melakukan
aktivitas daya
tarik wisata
(dtw) selama
1-3 jam,
(tergantung
jenisnya)

Pengembangan
& capaian desa
wisata

Meningkatkan
jumlah desa
wisata DPSP
Labuan Bajo
(data terkini: 97
desa)

Kurangnya
manfaat/ Nilai
Tambah/
Outcome &
Impact bagi
stakeholder

Peningkatan
nilai tambah
melalui
creativepreneu
rship

Kementerian
Energi dan
Sumber Daya
Manusia

Pembangunan
& pemasangan
instalasi tenaga
listrik

Pembangunan
SKUtM dan
SKTM 20 kV &
GI  Labuan Bajo
Tanamori &
Trafo 30 MVA

Penurunan
progres fisik
pekerjaan
Tahap 1 (88,03%)
Tahap 2 (34%)
Tahap 3 (0%)

Monitoring
dan usulan
untuk
mencapai
target dalam
tiap tahapan

Kementerian
Pekerjaan
Umum dan
Perumahan
Rakyat

Preservasi dan
pembangunan
jalan

Preservasi jalan
Labuan Bajo -
Malwatar - Kota
Ruteng

Kondisi jalan
daerah yang
masih rendah

Kolaborasi
dengan pihak
terkait guna
mendukung
aksesbilitas
menuju jalan
nasional

Kementerian
Badan Usaha
Milik Negara
dan
Kementerian
Perhubungan

Pengembangan
aksesibilitas

Pengelolaan
dan
Pengembangan
Bandara Labuan
Bajo

Kurangnya
pesawat, kendala
perjanjian timbal
balik

Meningkatkan
perbaikan di
tingkat
internasional
dan domestik
konektivitas
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Ilustrasi Analisis PDCAEvaluasi Risiko

Evaluasi risiko MRPN DPSP Labuan Bajo merupakan langkah
penting untuk memastikan bahwa proyek-proyek pembangunan di
kawasan ini dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang
telah ditetapkan. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa
pengembangan dilakukan secara berkelanjutan, memperhatikan
aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi, serta mampu menghadapi
berbagai tantangan yang mungkin timbul. 

Gambar 4.5.0.1. Komodo di Pulau Komodo, Labuan Bajo

Sumber: Kontributor materi dan olah data penulis, 2024

Tabel 4.5.0.1. Ilustrasi Analisis PDCA



Foto 4.5.0.2.Wisata Alam Labuan Bajo
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Gambar 5.0.0.1. 17 Sub Sektor Ekonomi Kreatif



Sebelum membahas konsepsi dan telaah impelemntasi MRPN
Lintas Sektor bidang ekonomi kreatif, berikut disampaikan
konsepsi kerangka ekonomi berbasis kreatifitas, inovasi dan
produktivitas, arah kebijakan ekonomi kreatif dalam rancangan
tenokratik RPJMN Tahun 2025-2029 yang disampaikan oleh
Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas dalam Focus
Group Discussion (FGD) Masukan Sektor Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif dalam Rancangan RPJMN 2025-2029 di Jakarta, 14 Juni
2024.

Kerangka ekonomi berbasis

kreativitas dan inovasi

Pengelolaan Kekayaan Intelektual

untuk Mendorong Inovasi sebagai

Upaya Peningkatan Produktivitas

Pembangunan

Sintesis kebijakan/teori/benchmark tentang Peran Kekayaan
Intelektual  diantaranya melalui Kapasitas Inovasi Nasional (Sistem
Inovasi Nasional dan Daya Saing) tercantum dalam IMD (Institute
for Management Development), WEF (World Economic Forum),  
dan Knowledge Assessment Metodology (KAM) sebagai berikut:
Indikator yang tersedia untuk mengukur inovasi (teknologi)
adalah paten/KI:

Paten merefleksikan bagian penting dari output inovasi suatu
negara, yang berhubungan dengan output inovasi lainnya,
seperti hak cipta, rahasia dagang dan KI lainnya.
Paten/KI menunjukkan tingkat pengembangan dan
komersialisasi teknologi/KI.
Paten/KI mengukur tingkat pengaruh teknologi dan ekonomi.
Paten/KI telah dianalisis oleh banyak kegiatan sebelumnya
secara ekstensif.

Paten/KI merupakan ukuran yang paling konkret dan dapat
diperbandingkan dari output inovasi antar negara dan waktu.
Akan tetapi, terdapat beberapa alternatif potensial disamping
paten, yakni:

Jurnal Ilmiah, meskipun ukuran ini cenderung ke indikator hulu
(upstream) yang lebih condong ke eksplorasi ilmiah daripada
indikaot kepentingan komersial.

Ukuran yang lebih ke hilir (downstream) antara lain:
Market Share, yakni pangsa pasar dari teknologi tinggi
Total Factor Productivity (TFP), yang didefinisikan sebagai
GDP (Gross Domestic Product) yang mengontrol tingkat
kapital dan tenaga kerja

Ekonomi kreatif adalah sektor ekonomi yang mengandalkan ide,
pengetahuan, kreativitas, dan warisan budaya untuk menghasilkan
nilai tambah yang signifikan. Dalam kerangka ini, kebijakan
ekonomi kreatif berfungsi sebagai panduan untuk meningkatkan
produktivitas dan daya saing bangsa, sebagaimana diatur dalam
UU No. 11 Tahun 2019 tentang Sinas Iptek. Ekonomi kreatif menjadi
instrumen strategis untuk mencapai kemandirian dan
pembangunan yang inklusif.

Gambar 5.1.0.1. Kerangka ekonomi berbasis kreativitas dan inovasi
Sumber: Arnold et al (2001; 2003) dalam Santoso et al., (2017);
Porter (1985) dalam Santoso et al (2010)

Sumber: Romer (1990); OECD (1999) dalam Santoso dkk, Prakarsa
Pendataan Kapasitas Inovasi Daerah, 2010; Santoso et al., (2021) Jurnal
Kepariwisataan Indonesia Vol. 15 (2), Kemenparekraf/Baparekraf,
dimodifikasi127 128



Pengembangan Klaster Industri

Ekraf Berbasis Kapasitas Inovasi 

Pengembangan Ekosistem Ekraf

berbasis kekayaan intelektual

Untuk Transformasi Ekonomi

Pengembangan klaster industri ekonomi kreatif (ekraf) menjadi
salah satu strategi penting dalam meningkatkan kapasitas inovasi
di tingkat regional. Pengembangan ini menggunakan dua
pendekatan utama: Pendekatan Kualitatif dan Pendekatan
Kuantitatif. Pendekatan Kualitatif melibatkan informan seperti
kepala desa (Kades), BUMDES, pokdarwis, koperasi, pelaku bisnis,
sekolah, dan komunitas. Data dikumpulkan melalui diskusi,
wawancara, dan observasi lapangan. Pendekatan Kuantitatif
melibatkan survei dan kuesioner kepada responden, serta analisis
data menggunakan regresi eksponensial. Model Pengukuran
Kapasitas Inovasi yang digunakan dalam penelitian ini mencakup
analisis supply-demand-linkage. Model ini bertujuan untuk
mengukur dan memahami hubungan antara infrastruktur umum
inovasi, kondisi spesifik klaster, serta kualitas keterkaitan yang ada
dalam suatu ekosistem inovasi.

Gambar 5.3.0.1. Pengembangan Klaster Industri Ekraf Berbasis
Kapasitas Inovasi 
Sumber: Santoso et al., (2021) 

Gambaran tentang pentingnya pengembangan ekosistem
kekayaan intelektual dalam memajukan sektor ekonomi kreatif dan
inovasi di Indonesia. Pengembangan ekosistem kekayaan
intelektual (KI) adalah elemen penting dalam memperkuat
ekosistem ekonomi kreatif dan inovasi. Salah satu permasalahan
utama adalah belum optimalnya komersialisasi KI di Indonesia,
yang sebagian besar disebabkan oleh belum terciptanya
ekosistem inovasi dan ekosistem ekraf yang kuat. Berikut disajikan
Stock Flow Diagram yang menggambarkan model pengembangan
ekosistem KI dan inovasi. Diagram ini menunjukkan hubungan
antara berbagai komponen.

Gambar 5.4.0.1. Pengembangan Model Stock Flow Diagram
Sumber: Santoso et al., (2021) 

Kajian Pengembangan Model menunjukkan bahwa jika dilakukan
intervensi pada keterkaitan atau linkage, seperti melalui
intermediasi pemanfaatan KI untuk peningkatan nilai tambah
pelaku usaha parekraf (pariwisata dan ekonomi kreatif) melalui
kolaborasi litbang, akan berdampak signifikan pada peningkatan
nilai klaster industri parekraf dan infrastruktur inovasi.129 130



Pengembangan Model

Pengelolaan Kekayaan

Intelektual

Pengembangan ekosistem kekayaan intelektual merupakan aspek
krusial dalam mendorong inovasi dan transformasi ekonomi suatu
negara. Skema ini menggambarkan model pengelolaan KI yang
komprehensif, mencakup berbagai elemen penting dalam
ekosistem tersebut.

Model pengelolaan KI terdiri dari beberapa komponen utama:
Sumberdaya: Fokus pada pembelajaran dan pertumbuhan
sebagai fondasi.
Tata Kelola KI: Melibatkan proses bisnis internal untuk
pengelolaan KI yang efektif.
Pemangku Kepentingan: Mencakup pelanggan dan
stakeholders lain yang berperan dalam ekosistem.
Keuangan/Ekonomi: Aspek finansial dan ekonomi dari
pengelolaan KI.
Sistem Pengelolaan KI: Inti dari model yang menggambarkan
alur dari kreasi hingga komersialisasi KI.

Alur utama sistem pengelolaan KI meliputi:
Kreasi (hasil R&D),
Proteksi (pencatatan & pendaftaran),
Pemanfaatan, dan
Komersialisasi.

Model ini juga menunjukkan peran fasilitator, regulator, dan
intermediator, serta pentingnya SDM dan lingkungan kondusif.  
Pengembangan model pengelolaan KI yang efektif dapat
menghasilkan outcome berupa penguatan aspek
keuangan/ekonomi (melalui royalti, market share, dan lain-lain)
serta pengembangan pasar/kemitraan yang lebih luas.

Gambar 5.5.0.1. Konsepsi Pengelolaan Kekayaan Intelektual dalam
Perspektif Balanced Score Card 
Sumber: Santoso dalam FGD Komersialiasi KI, 2021  
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Sintesis kebijakan/teori/benchmark tentang Peran Kekayaan
Intelektual diantaranya melalui Kapasitas Inovasi Nasional (Sistem
Inovasi Nasional dan Daya Saing) tercantum dalam IMD (Institute
for Management Development), WEF (World Economic Forum),
Knowledge Assessment Metodology (KAM).



Agenda Pembangunan (AP): Transformasi Ekonomi
Sasaran berupa meningkatnya proporsi PDB Ekonomi Kreatif
dengan indikator proporsi PDB Ekonomi Kreatif.

Program Pembangunan (PP): Penguatan Ekosistem Ekonomi
Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual

Sasaran berupa meningkatnya nilai tambah, ekspor, tenaga
kerja dan investasi sektor ekonomi kreatif dengan 4 indikator.

Kegiatan Pembangunan (KP) dibagi menjadi 4, yakni:
Penguatan Ekosistem Pemampu Ekonomi Kreatif,1.
Penguatan Ekosistem Seni dan Kerajinan,2.
Penguatan Ekosistem Pengambangan Aplikasi dan Gim, dan3.
Penguatan Ekosistem Kuliner.4.

Industri Kreatif dan Kekayaan

Intelektual dalam RPJMN 

2025-2029

Cascading STruktur Ekraf

dalam Rancangan Tenokratik

RPJMN 2025-2029

Gambar 5.6.0.1. Industri Kreatif dan Kekayaan Intelektual dalam
RPJMN 2025-2029

Gambar 5.7.0.1. Cascading Struktur Ekonomi Kreatif dalam
Rancangan Tenokratik RPJMN 2025-2029

Sumber: Focus Group Discussion (FGD) Masukan Sektor Pariwisata
dan Ekonomi Kreatif dalam Rancangan RPJMN 2025-2029 yang
disampaikan oleh Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian
PPN/Bappenas, 2024 (Diolah berdasarkan diskusi dengan Deputi
Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif, Kemenparekraf)

Sumber: Focus Group Discussion (FGD) Masukan Sektor
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Rancangan RPJMN 2025-
2029 yang disampaikan oleh Deputi Bidang Ekonomi,
Kementerian PPN/Bappenas, 2024 (Diolah berdasarkan diskusi
dengan Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif,
Kemenparekraf)
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Isu Strategis, Sasaran, dan

Arah Kebijakan Pengembangan

Ekonomi Kreatif Nasional

Dalam upaya mencapai sasaran proporsi PDB Ekonomi Kreatif
sebesar 11,0% pada tahun 2045, terdapat beberapa isu strategis
yang perlu diselesaikan. Hal ini penting agar target tersebut dapat
tercapai dengan baik. Beberapa isu yang menjadi perhatian antara
lain: 

Ekosistem kekayaan intelektual yang belum optimal:
Indeks Kekayaan Intelektual Indonesia berada pada posisi 50
dari 55 negara, di bawah rata-rata nilai Indeks di Asia (2023).

1.

Merujuk data yang sama pilar komersialisasi KI menjadi skor
terendah dengan 2,5 skala 100.

2.

Ketersediaan data ekonomi kreatif yang sangat terbatas,
sedangkan peranan data sangat penting untuk menyusun
kebijakan.
Kelembagaan ekonomi kreatif yang belum optimal, terutama
untuk mendukung ekosistem kekayaan intelektual.
Daya saing SDM Ekonomi kreatif yang rendah, khususnya
dalam hal komersialisasi kekayaan intelektual.
Rantai pasok ekonomi kreatif yang belum optimal, terutama di
daerah.

Untuk menangani isu-isu tersebut perlu dibuat perancaan kebijakan
yang mengarah kepada perbaikan agar sesuai dengan tujuan
pengembangan ekonomi kreatif. Arah kebijakan yang disusun
untuk menangani isu-isu tersebut mencakup beberapa hal:

Penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan
budaya dan intelektual yang didukung talenta, infrastruktur,
dan pembiayaan.

1.

Peningkatan produk bernilai tambah tinggi berbasis seni dan
budaya Indonesia sebagai trendsetter regional dan global
secara bertahap.

2.

Peningkatan daya saing industri konten berbasis hal kekayaan
budaya dan intelektual.

3.

Pengembangan hub ekonomi kreatif serta klaster ekonomi
kreatif dan digital terutama di luar Jawa didukung rantai pasok
yang inklusif dan berkelanjutan.

4.

Penumbuhan startup kreatif dan digital.5.
Peningkatan partisipasi pada rantai pasok global.6.
Penguatan kelembagaan ekonomi kreatif antara lain melalui
pembentukan lembaga pengembangan dan pengelolaan
kekayaan intelektual, serta kelembagaan ekonomi kreatif di
tingkat provinsi.

7.

Gambar 5.8.0.2. FGD Masukan Sektor Ekonomi Kreatif dalam
Rancangan Teknokratik RPJMN 2025-2029

Sumber: Kemenparekraf, 6 Agustus 2024Sumber: Santoso dalam Sharing Session Konsepsi
Transformasi Ekonomi Berbasis Ekraf di Kemenparekraf, 21
Agustus 2024

Gambar 5.8.0.1. Konsepsi Penguatan Ekosistem Ekonomi Kreatif
Berbasis Kekayaan Intelektual



Tantangan Pengembangan EkonomiPemetaan Cascading Indikator 

AP-PP-KP: Ekraf

Berdasarkan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Masukan
Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Rancangan RPJMN
2025-2029 yang disampaikan oleh Deputi Bidang Ekonomi,
Kementerian PPN/Bappenas, pemetaan cascading indikator AP-
PP-KP untuk sektor Ekonomi Kreatif di Indonesia menjelaskan
hubungan antara indikator-indikator pada tingkat agenda,
program, dan kegiatan pembangunan. Indikator-indikator tersebut
saling terkait dan berkontribusi dalam mencapai tujuan
pembangunan. Agenda Pembangunan berupa Proporsi PDB
Ekonomi Kreatif yang meliputi program pembangunan (PP) yakni:

Laju pertumbuhan PDB Ekonomi Kreatif
Pertumbuhan ekspor Ekonomi Kreatif
Produktivitas Tenaga Kerja Ekonomi Kreatif
Nilai Investasi Ekonomi Kreatif

Dari program Pembangunan ini dikelompokkan menjadi kegiatan
pembangunan yang terdiri dari:
a. Laju pertumbuhan PDB Ekonomi Kreatif

Subsektor Film, Animasi, dan Visual Arts
Subsektor Seni dan Kerajinan
Subsektor Aplikasi dan Gim
Subsektor Kuliner

b. Pertumbuhan ekspor Ekonomi Kreatif
Subsektor Film, Animasi, dan Visual Arts
Subsektor Seni dan Kerajinan
Subsektor Aplikasi dan Gim
Subsektor Kuliner

c. Produktivitas Tenaga Kerja Ekonomi Kreatif:
Subsektor Film, Animasi, dan Visual Arts
Subsektor Seni dan Kerajinan
Subsektor Aplikasi dan Gim
Subsektor Kuliner

d. Nilai Investasi Ekonomi Kreatif:
Subsektor Ekonomi Kreatif prioritas

Tantangan pengembangan ekonomi masih terkait dari belum
optimalnya ekosistem komersialisasi kekayaan intelektual dan
kompetensi pelaku. Untuk memahaminya, kita dapat
menggunakan analisis Strengths, Weaknesses, Opportunities,
Threats (SWOT). Pendekatan ini membantu mengidentifikasi
kekuatan yang dapat dimanfaatkan, kelemahan yang perlu di
atasi, peluang yang dapat dieksploitasi, serta ancaman yang harus
diantisipasi dalam upaya mengembangkan ekonomi kreatif di
provinsi-provinsi prioritas tersebut. Dengan menganalisis faktor-
faktor ini, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dapat
merancang strategi yang lebih efektif untuk mendorong
pertumbuhan sektor ekonomi kreatif, meningkatkan daya saing,
dan memaksimalkan potensi ekonomi di daerah-daerah prioritas
ini.

Kekuatan (Strengths) Indonesia meliputi:
Populasi besar dengan 273 juta penduduk yang didominasi
usia muda.
Jumlah pengguna internet terbesar di Asia Tenggara sebanyak
204,7 juta.
Pertumbuhan investasi konten 13% di 2022 ($979 juta),
terbesar ketiga di dunia.
Jumlah start-up yang besar (peringkat 5 dunia).
Keanekaragaman seni, budaya, tradisi, dan lokasi.

Kelemahan (Weakness) yang perlu di atasi antara lain:
Rendahnya tingkat pendidikan tenaga kerja ekonomi kreatif
(92% tingkat SMA ke bawah).
Rendahnya kepemilikan Kekayaan Intelektual (KI) Indonesia
(100 ribu per tahun, dibandingkan AS 3 juta per tahun).
Belum optimalnya regulasi terkait perizinan film, pembiayaan
berbasis KI, dan pembajakan.
Minimnya ketersediaan data yang reliabel.
Rendahnya formalisasi usaha (>90% belum berbadan usaha).
Kesenjangan kebijakan pemerintah pusat-daerah dan antar
daerah.137 138



Framework Kebijakan Ekraf ke

Depan: Fokus Penguatan

Ekosistem Kekayaan Intelektual

Peluang (Opportunities) yang dapat dimanfaatkan:
Proyeksi pertumbuhan industri konten dan media di tahun 2022-
2027 sebesar 8%.
Potensi ekonomi digital mencapai Rp 22.500 Triliun di tahun
2045, dengan industri kreatif dan digital berperan sebagai
kontributor pertumbuhan utama.

Ancaman (Threats) yang perlu diwaspadai:
Penetrasi industri global di bisnis aplikasi, game, film, dan konten
(pangsa pasar >65%).
Penetrasi industri global di rantai pasok perangkat digital yang
dapat memperkuat pengaruh produk konten asing (pangsa pasar
>90%).

Dengan memahami faktor-faktor ini, pemerintah dapat merancang
strategi yang lebih efektif untuk mengembangkan ekonomi kreatif
dan digital di 12 provinsi prioritas, memanfaatkan kekuatan dan
peluang yang ada sambil mengatasi kelemahan dan ancaman yang
dihadapi.

Strategi Rencana Induk Ekonomi Kreatif
Pengembangan Riset

      - Kerjasama dengan Lembaga  riset dan mitra kebijakan
      - Kolaborasi pembiayaan riset  dan inovasi

 Fasilitasi Kekayaan Intelektual
      - Perluasan sosialisasi/diseminasi/edukasi pelaku usaha terkait KI
      - Perluasan fasilitasi pendaftaran KI
      - Prasyarat KI bagi pelaku usaha yang  ingin mengakses program 
        pemerintah

 Perlindungan Hasil Kreativitas
      - Penguatan regulasi perlindungan  kekayaan intelektual
      - Penguatan aktivitas  pemberantasan pembajakan di  media
        fisik/digital
      - Kontinuitas bantuan/fasilitasi hak kekayaan intelektual pelaku 
        ekraf

Strategi Rencana Induk Ekonomi Kreatif
Fasilitas Pendanaan dan Pembiayaan

Dukungan finansial melalui pengadaan barang dan jasa  
pemerintah
Mengoptimalkan sumber pembiayaan inovatif
Pembiayaan berbasis HK

Sistem Pemasaran Berbasis HKI
Pola sistem pemasaran ke depan perlu difokuskan pada
skema komersialisasi kekayaan Intelektual
Pemasaran luar negeri produk kreatif diarahkan ke pembeli
perusahaan/ industri (B to B) yang mengarahkan produk
kreatif kepada jaringan global. Tujuannya adalah pemasaran
yang berkelanjutan Fasilitasi Kekayaan Intelektual

 Perlindungan Hasil Kreativitas
Pola insentif diberikan untuk  penciptaan dan  
pengembangan kekayaan Intelektual
Insentif ditujukan bagi usaha  rintisan dengan produk/ide/KI       
potensial, untuk mendorong  pertumbuhan hingga fase
mandiri

Pengembangan Pendidikan
Penguatan kurikulum yang lebih  sesuai dengan kebutuhan
industri
Kebijakan memperluas keterampilan  SDM dengan
keterampilan baru  (contoh : Keterampilan digital)

 Penyediaan Infrastruktur
Mencakup Pembangunan, Pemanfaatan, Pengelolaan, dan
Memastikan Dampak, didukung dengan kolaborasi lintas
stakeholders dan integrasi sumber-sumber pendanaan
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Pada penelitian Analisis Manajemen Risiko Subsektor Fotografi
Studi Kasus di Eternity Studio yang dilakukan Yulia Rizqa,
Sugeng Santoso dkk (2022), 

diperlukan pengelompokan risiko bisnis akan membantu
pelaku ekonomi kreatif dalam mengetahui risiko dan
mencegah risiko melalui manajemen risiko dan strategi risiko, 
diperlukan penyusunan prosedur standar kerja yang aman
atau Standard Operating Procedure (SOP), antisipasi dapat
dilakukan dengan melibatkan lembaga lain yang menerima
pelimpahan risiko.



Foto 4.5.0.2.Wisata Alam Labuan Bajo

Dokumentasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif



Konsepsi dan Telaah

Implementasi MRPN

Lintas Sektor

Klaster Industri Gim

Gambar 5.12.0.1. Gim



Pendahuluan MRPN Lintas

Sektor Ekonomi Kreatif: Gim

Sub sektor gim telah menjadi salah satu ekonomi kreatif yang
mengalami pertumbuhan pesat dalam beberapa tahun terakhir.
Indonesia adalah pasar game dengan pertumbuhan tercepat dan
terluas ke-16 di dunia. Menurut data dari KemenKominfo, Asosiasi
Games Indonesia (AGI) dan Niko Partner market size gim di
Indonesia pada tahun 2022 mencapai 1,92 miliar US Dollar dengan
jumlah pemain gim mencapai 174,1 juta pemain. Namun, konsumsi
gim lokal hanya berkisar antara 0,8% sampai 1%. Permasalahan
utamanya adalah belum terbentuknya ekosistem yang ideal untuk
mendukung pengembangan industri gim nasional. Untuk itu, perlu
diterapkannya MRPN untuk mendukung perkembangan industri
gim dalam negeri dalam bentuk penyusunan regulasi berupa
Perpres Percepatan Pengembangan Gim yang bertujuan untuk
mempercepat pertumbuhan industri gim nasional. 

Sumber: Niko Patners, 2023

Gambar 5.13.0.1. Report Pasar Gim SEA-6 (Indonesia, Malaysia,
Philippines, Singapore, Thailand, Vietnam) 

Gambaran Kondisi Eksisting Tata

Kelola Klaster Industri Gim

Industri gim telah menjadi salah satu ekonomi kreatif yang
mengalami pertumbuhan pesat dalam beberapa tahun terakhir.
Berdasarkan laporan We Are Social, Indonesia menjadi negara
dengan jumlah pemain video game terbanyak ketiga di dunia.
Berdasarkan laporan per Januari 2024 tersebut, tercatat 96,5%
pengguna internet dengan rentang usia 16-64 tahun di Indonesia
memainkan video game. We Are Social mencatat sebanyak 83,7%
pengguna internet usia 16-64 tahun di dunia bermain video game
menggunakan smartphone apapun. 

Sumber: Newzoo & Niko Partners (diolah), 2022

Gambar 5.13.1.1. Pasar Gim Indonesia yang Luas dan Masih
Berkembang

145 146



Sumber: Kemenkominfo, Asosiasi Game Indonesia (AGI) & Niko
Partner, 2022

Gambar 5.13.1.2.  Indonesia Games Market 2022

Gambar 5.13.2.1.  3 Tipe Perusahaan di Industri Gim

Terdapat kenaikan market gim global selama lima tahun terakhir
dari 2018 sampai dengan 2022. 

Namun, berdasarkan data terbaru kita hanya mampu mendapatkan
0,5% dari total 25 triliun rupiah pendapatan di sektor gim.

148

Sumber: IDX Channel

Gambar 5.13.1.3.  Berita Media Online Tentang Pendapatan Gim
Dalam Negeri, 2023

Sumber: Kontributor materi dan olah data penulis, 2024

PRINSIP

Formulasi strategi: Berdasarkan kebijakan-kebijakan dalam
mendukung pariwisata nasional, strategi dan kebijakan
Kemenko Marves dalam mendukung dan meningkatkan ekonomi
kreatif sub sektor gim.

Pemetaan Stakeholder (Peta Pelaku): Pada ekosistem gim,
pemetaan pelaku digunakan untuk mengidentifikasi dan
mengelompokkan perusahaan-perusahaan yang beroperasi
dalam industri gim berdasarkan kesamaan karakteristik mereka.
Tujuannya adalah untuk memahami struktur industri,
mengidentifikasi peluang dan ancaman, serta mengembangkan
strategi yang efektif untuk bersaing.
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Sumber: Diolah dari Data AGI, 2023
Gambar 5.13.2.2. Indonesia Games Market 2022

Gambar 5.13.2.3.  Peta Pelaku Industri Gim

Berdasarkan data yang ada, diketahui bahwa Jawa Barat menjadi
provinsi dengan kontribusi jumlah studio game terbesar di
Indonesia, yaitu sebanyak 29% atau sebanyak 14 studio game.
Diperingkat kedua ada Jawa Timur, Banten, dan DKI Jakarta yang
masing-masing memiliki total 6 studio game dengan masing-
masing provinsi berkontribusi sebanyak 12% dari total keseluruhan.
Selanjutnya disusul oleh DI Yogyakarta dengan kontribusi 8% atau
sebanyak 4 studio game, Bali dan Jawa Tengah sebesar masing-
masing 6% atau 3 studio game, Kepulauan Riau sebanyak 4% atau
2 studio game, serta Sumatra Utara, Jambi dan Lampung yang
berkontribusi sebanyak 2% dengan masing-masing-masing
memiliki satu perusahaan studio games di tiap areanya.

Sumber: Kontributor materi dan olah data penulis, 2024

Sumber: Porter (1985)



FISHBONE DIAGRAM

Gambar 5.14.2.1. Diagram Fishbone Manajemen Risiko Lintas
Sektor Bidang Ekonomi Kreatif Industri Gim

Sumber: Kontributor materi dan olah data penulis, 2024
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KERANGKA KERJA

PROSES

Identifikasi Risiko

Sumber: Policy Brief Pengembangan Industri Gim yang Kolaboratif
(LIPI, Kominfo, AGI), 2021

Gambar 5.14.1.1.  Permasalahan Gim Nasional

Tabel Identifikasi Risiko

Masalah Internal Masalah Eksternal

Ketersediaan sumber daya manusia,
belum sesuai dengan kebutuhan industri
Gim

Belum adanya akses pendanaan dan
pembiayaan, termasuk matching fund

Pengembang Gim Nasional masih belum
punya pengalaman dalam manajemen
produksi dan aspek pengembangan
bisnis Gim skala global

Belum adanya kebijakan yang dapat
memberikan fasilitas pajak bagi
pengembang Gim dan penerbit Gim

Kurikulum pendidikan vokasi yang
dikembangkan tidak selaras dengan
kebutuhan industri Gim

Belum optimalnya akses pasar bagi Gim
Nasional di dalam dan luar negeri dengan
mendorong BUMN dan BUMD sebagai
offtaker licensor kekayaan intelektualnya

Belum optimalnya kebijakan terkait
penambahan nilai TKDN industri
perangkat seluler yang melibatkan Gim
Nasional

Belum optimalnya pemanfaatan Gim
Nasional sebagai alat diplomasi budaya
dalam mendukung aspek ketahanan
negara

Sumber: Diskusi Pelatihan dan Sertifikasi CGRE dengan Topik
Makalah MRPM Lintas Sektor Klaster Industri Gim, 2023

Tabel  5.14.1.1. Tabel Identifikasi Risiko

Industri Pemasok (Supplier Industry)
Industri pemasok (supplier industry) dalam industri gim memainkan
peran penting dalam menyediakan berbagai bahan baku, komponen,
dan layanan yang diperlukan untuk pengembangan, produksi, dan
distribusi gim. 
Penyedia layanan SDM/Outsourcing (Sumber Daya Manusia) yang
memainkan peran penting dalam industri gim dengan membantu
perusahaan gim mengelola kebutuhan tenaga kerja di Industri Gim.
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Analisis Risiko

Sumber: Kemenparekraf, 2022
Gambar 5.14.3.1.   Elemen Pengembangan Industri Gim Nasional

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi ekonomi industri gim
nasional, pemerintah perlu mendorong sinergi dalam
mengembangkan industri gim nasional melalui percepatan
pengembangan industri gim nasional. Kementerian Sektor Utama:
Kemenparekraf/Baparekraf; Unit Pemilik Risiko (UPR): Deputi
Bidang Produk Kreatif dan Ekonomi Digital, sedangkan
Kementerian Koordinator-nya adalah Kemenko Marves.

Penerapan Manajemen Risiko Lintas Sektor Industri Gim Untuk
Meningkatkan Nilai Tambah Pada Pembangunan Nasional melalui
(usulan) Rencana Aksi Program Percepatan Pengembangan
Industri Gim Nasional dengan penerapan Manajemen Risiko dan
(rencana) implemtasinya, maka akan mengoptimalkan
pemanfaatan potensi ekonomi industri gim nasional guna
meningkatkan pembangunan nasional.

analisis lingkungan usaha untuk dapat menentukan Faktor
Pendukung (Drivers) dan Faktor Penghambat (Challenges) dalam
industri gim. Empat faktor yaitu Kondisi Faktor (Factor
Conditions), Kondisi Permintaan (Demand Conditions), Industri
Terkait dan Pendukung (Related and Supporting Industries), dan
Strategi, Struktur, dan Persaingan Perusahaan (Firm Strategy,
Structure, and Rivalry) dengan rincian sebagai berikut:

Industri Pendukung (Support Industry) : Penyedia Jasa Pemasaran
(Media Massa, Influencer)
Penyedia jasa pemasaran memainkan peran penting dalam dalam
meningkatkan visibilitas, daya tarik, dan keberhasilan industri gim
di Indonesia. Mereka membantu meningkatkan kesadaran
masyarakat dan pemerintah tentang potensi industri permainan
lokal, serta memberikan dukungan infrastruktur dan pelatihan
kreatif yang diperlukan untuk pengembangan industri ini.

Sumber: Kontributor materi dan olah data penulis, 2024



Kondisi Faktor (Factor Conditions)

Faktor Pendukung (Drivers)
Faktor Penghambat
(Challenges)

Strategi Mengatasi Hambatan

Pertumbuhan Pasar Gim yang
Pesat: Pasar gim Indonesia
berkembang pesat, didorong
oleh penetrasi intenet dan
smartphone.

Keterbatasan Akses
Pendanaan: Sulit bagi
pengembang gim untuk
mendapatkan modal yang
cukup untuk:
pengembangan dan
pemasaran.

Mengembangkan skema
pendanaan khusus untuk industri
gim, seperti modal ventura,
crowdfunding, atau program hibah
pemerintah. mendorong
Kolaborasi antara pengembang
gim dan investor.

Ketersediaan Talenta Kreatif:
Indonesia memiliki banyak
talenta kreatif di bidang seni,
desain, dan teknologi.

Kurangnya Tenaga Kerja
Terampil: Ketersediaan
tenaga keria dengan
keahlian khusus di bidang
pengembangan gim mash
terbatas.

Meningkatkan kualitas pendidikan
dan pelatihan di bidang
pengembangan gim
Menyelenggarakan program
pelatihan dan workshop untuk
meningkatkan keterampilan tenaga
kerja yang ada. Mendorong
kerjasama antara industri dan
lembaga pendidikan untuk
mengembangkan kurikulum yang
relevan.

Biaya Produksi yang
Kompetitif: Biaya tenaga kerja
dan operasional di
Indonesia relatif lebih rendah
dibandingkan negara lain.

Infrastruktur Teknologi yang
Terbatas: Ketersediaan
infrastruktur teknologi,
seperti internet cepat dan
perangkat keras canggih,
masih terbatas di beberapa
daerah.

Mendorong investasi dalam
infrastruktur teknologi, terutama di
daerah-daerah terpencil.
Menyediakan akses internet cepat
dan terjangkau bagi masyarakat
luas. Mendukung pengembangan
pusat-pusat inovasi teknologi
untuk industri gim.

Budaya Populer yang Kaya:
Indonesia memiliki budaya
populer yang kaya, yang dapat
menjadi sumber inspirasi untuk:
pengembangan gim

Regulasi yang Belum
Optimal: Regulasi terkait
industri gim masih belum
sepenuhnya. mendukung,
terutama dalam hal
perizinan dan insentif

Menyederhanakan proses perizinan
untuk pengembang gim.
Memberikan insentif pajak atau
subsidi bagi pengembang gim
lokal. Mengembangkan regulasi
yang lebih jelas dan mendukung
untuk: melindungi hak kekayaan
intelektual dan mendorong inovasi.

Dukungan Pemerintah yang
Meningkat: Pemerintah
Indonesia semakin menyadari
potensi industri gim dan mulai
memberikan dukungan.

Persaingan Ketat dari Gim
Asing: Pasar gim Indonesia
didominasi oleh gim-gim
asing yang memiliki kualitas
grafis dan gameplay yang
tinggi.

Meningkatkan kualitas gim lokal
dengan berinvestasi dalam
pengembangan talenta, telnologi,
dan pemasaran. Mendorong
kolaborasi antara pengembang
gim lokal untuk menciptakan gim
yang lebih kompetitif.
Mengembangkan strategi
pemasaran yang efektif untuk:
menjangkau pasar domestik: dan
internasional.

Faktor Pendukung (Drivers)
Faktor Penghambat
(Challenges)

Strategi Mengatasi Hambatan

Smartphone dan Internet:
Peningkatan pengguna
smartphone dan penetrasi
internet yang tinggi di
Indonesia menciptakan pasar
yang besar untuk gim mobile.

Preferensi untuk Gim Asing:
Sebagian besar pemain gim
di Indonesia mash lebih
memilih gim asing karena
kualitas grafis, gameplay,
dan pemasaran yang lebih
baik.

Meningkatkan kualitas gim lokal
dengan berinvestasi dalam
pengembangan talenta, teknologi,
dan pemasaran. Mengembangkan
gim dengan tema dan karakter
yang relevan dengan budaya
Indonesia. Membangun merek gim
lokal yang kuat dan menarik.

Meningkatnya Minat Terhadap
Esports: Popularitas esports
yang terus meningkat di
Indonesia mendorong.
permintaan untuk gim
kompetitif dan gim yang dapat
ditonton. 

Daya Beli yang Terbatas;
Sebagian besar pemain gim
di Indonesia memuliki daya
beli yang terbatas. sebingga
sulit bagi pengembang gim
untuk memonetisasi gim
mereka melalui pembelian
langsung.

Mengembangkan model bisnis
yang lebik inovatif, seperti free-to-
play dengan pembelian dalam
aplikasi (in-app purchases) atay
model berlangganan. Menawarkan
konten. dan fitur premium yang
menarik bagi pemain yang bersedia
membayar.

Beragamnya Preferensi Gim:
Pemain gim di Indonesia
memiliki preferensi gim yang
beragam, mulai dari gim kasual
hingga gim hardcore.

Kurangnya Kesadaran akan
Gim Lokal: Banyak pemain
gim di Indonesia belum
mengetahui atau kurang
tertarik dengan gim-gim
lokal yang tersedia.

Meningkatkan kesadaran akan gim
lokal melalui kampanye pemasaran
yang efektif, kolaborasi dengan
influencer gim, dan partisipasi
dalam acara-acara gim.
Mengembangkan gim dengan
genre dan tema yang lebih
beragam untuk menarik minat
pemain yang lebih luas.

Dukungan Komunitas Gim yang
Kuat: Komunitas gim di
Indonesia sangat aktif dan
memiliki pengaruh besar dalam
mempromosikan gim-gim lokal.

Pembajakan Gim:
Pembajakan gim mash
menjadi masalah serius di
Indonesia, yang mengurangi
potensi pendapatan
pengembang gim dan
menghambat pertumbuhan
industri.

Memperkuat perlindungan hak
kekayaan intelektual dan
penegakan hukum terhadap
pembajakan gim. Meningkatkan
kesadaran masyarakat tentang
dampak negatif pembajakan gim.
Mengembangkan platform
distribusi gim yang aman dan
terpercaya.

Kurangnya Infrastruktur
Esports: Infrastruktur
esports di Indonesia, seperti
arena pertandingan dan
fasilitas pelatihan, masih
terbatas.

Mendorong investasi dalam
infrastruktur esports, baik dari
pemerintah maupun swasta.
Menyelenggarakan turnamen dan
liga esports yang lebih banyak dan
berkualitas. Mendukung
pengembangan tim esports
profesional dan atlet esports.

Faktor Kondisi Permintaan (Demand Conditions)
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Faktor Industri Terkait dan Pendukung 
(Related and Supporting Industries)

Faktor Pendukung (Drivers)
Faktor Penghambat
(Challenges)

Strategi Mengatasi Hambatan

Pertumbuhan Industri Kreatif
Digital: Industri kreatif digital
di Indonesia, termasuk
animasi, film, dan musik,
sedang berkembang pesat.
Hal ini dapat memberikan
dukungan dalam hal konten,
bakat, dan teknologi untuk
industri gim.

Ekosistem Industri yang
Belum Matang: Ekosistem
industri gim di Indonesia
masih belum matang,
dengan keterbatasan dalam
hal penyedia layanan
pendukung seperti
pemasaran, lokalisasi, dan
pengujian gim.

Mendorong kolaborasi antara
industri gim dengan industri
kreatif digital lainnya.
Mengembangkan program
inkubasi dan akselerasi untuk
startup gim. Memfasilitasi akses
ke layanan pendukung yang
berkualitas dan terjangkau.

Meningkatnya Penggunaan
Smartphone dan Internet:
Peningkatan penggunaan
smartphone dan penetrasi
internet yang tinggi di
Indonesia menciptakan
peluang bagi industri terkait,
seperti penyedia layanan
internet, perangkat keras,
dan aksesori gim.

Ketergantungan pada
Teknologi dan Layanan
Asing: Industri gim
Indonesia masih sangat
bergantung pada teknologi
dan layanan asing, seperti
mesin gim, platform
distribusi, dan alat
pengembangan gim.  

Mendorong pengembangan
teknologi dan layanan gim lokal.
Memberikan insentif bagi
perusahaan yang menggunakan
teknologi dan layanan lokal.
Membangun kemitraan strategis
dengan perusahaan teknologi
global untuk transfer
pengetahuan dan teknologi.

Dukungan Pemerintah untuk
Industri Kreatif: Pemerintah
Indonesia telah meluncurkan
berbagai inisiatif untuk
mendukung industri kreatif,
termasuk industri gim. Hal ini
dapat memberikan
dorongan bagi
pengembangan industri
terkait dan pendukung.

Keterbatasan Akses
Pendanaan untuk Industri
Pendukung: Industri
pendukung, seperti
penyedia layanan
pemasaran dan lokalisasi,
seringkali kesulitan
mendapatkan akses
pendanaan yang memadai.

Mengembangkan skema
pendanaan khusus untuk industri
pendukung gim, seperti modal
ventura atau program hibah
pemerintah. Mendorong
kolaborasi antara industri
pendukung dengan investor dan
lembaga keuangan.

Faktor Pendukung (Drivers)
Faktor Penghambat
(Challenges)

Strategi Mengatasi Hambatan

Munculnya Komunitas
Pengembang Gim yang
Aktif: Komunitas
pengembang gim di
Indonesia semakin aktif dan
terorganisir. Hal ini dapat
memfasilitasi pertukaran
pengetahuan, kolaborasi,
dan pengembangan
ekosistem industri yang
lebih kuat.

Kurangnya Standar Industri:
Kurangnya standar industri
yang jelas untuk kualitas
gim, layanan, dan praktik
bisnis dapat menghambat
pertumbuhan industri
terkait dan pendukung.

Mengembangkan standar industri
yang jelas dan komprehensif untuk
gim, layanan, dan praktik bisnis.
Mendorong adopsi standar ini oleh
pelaku industri. Membentuk badan
atau asosiasi industri yang
bertanggung jawab untuk
mengembangkan dan menegakkan
standar.

   
  

Kurangnya Keterampilan
Teknis di Industri
Pendukung: Beberapa
industri pendukung, seperti
penyedia layanan pengujian
gim, mungkin kekurangan
tenaga kerja dengan
keterampilan teknis yang
memadai.

Meningkatkan kualitas pendidikan
dan pelatihan di bidang-bidang
yang relevan dengan industri
pendukung gim.
Menyelenggarakan program
pelatihan dan workshop untuk
meningkatkan keterampilan tenaga
kerja yang ada. Mendorong
kerjasama antara industri dan
lembaga pendidikan untuk
mengembangkan kurikulum yang
relevan.
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Faktor Strategi Perusahaan & Pesaing 
(Firm Strategy, Structure, and Rivalry)

Faktor Pendukung (Drivers)
Faktor Penghambat
(Challenges)

Strategi Mengatasi Hambatan

Munculnya Studio Gim
Independen yang Inovatif:
Banyak studio gim
independen di Indonesia
yang mengembangkan gim-
gim inovatif dengan tema
dan gameplay yang unik.
  

Dominasi Gim Asing: Pasar
gim Indonesia masih
didominasi oleh gim-gim
asing yang memiliki sumber
daya dan pengalaman yang
lebih besar.
  

Fokus pada pengembangan gim
dengan keunikan dan daya tarik
lokal yang kuat. Membangun
merek yang kuat dan berbeda
untuk gim-gim lokal.
Mengembangkan strategi
pemasaran yang efektif untuk
menjangkau pasar yang lebih
luas, baik domestik maupun
internasional. Memanfaatkan
platform digital dan media sosial
untuk mempromosikan gim
secara langsung kepada pemain.

Meningkatnya Kesadaran
akan Potensi Pasar Lokal:
Semakin banyak perusahaan
gim lokal yang menyadari
potensi pasar gim di
Indonesia dan mulai
mengembangkan strategi
yang berfokus pada pasar
domestik.
  

Keterbatasan Sumber Daya:
Banyak perusahaan gim
lokal yang memiliki
keterbatasan sumber daya,
baik finansial maupun
manusia, yang menghambat
kemampuan mereka untuk
bersaing dengan
perusahaan asing yang lebih
besar.

Mencari sumber pendanaan
alternatif, seperti crowdfunding,
investasi malaikat, atau kemitraan
strategis dengan perusahaan lain.
Mengoptimalkan penggunaan
sumber daya yang ada dengan
berfokus pada efisiensi dan
efektivitas. Membangun jaringan
dan kolaborasi dengan
perusahaan lain untuk berbagi
sumber daya dan keahlian.

Faktor Pendukung (Drivers)
Faktor Penghambat
(Challenges)

Strategi Mengatasi Hambatan

Dukungan Pemerintah untuk
Industri Gim: Pemerintah
Indonesia semakin
menyadari potensi industri
gim dan mulai memberikan
dukungan melalui berbagai
program dan kebijakan.
  

Kurangnya Pengalaman dan
Keahlian: Banyak
perusahaan gim lokal yang
masih relatif baru dan
kurang pengalaman dalam
mengembangkan dan
memasarkan gim berkualitas
tinggi.
  

Berinvestasi dalam
pengembangan sumber daya
manusia dengan memberikan
pelatihan dan pengembangan
keterampilan bagi karyawan.
Merekrut talenta-talenta terbaik
dari dalam dan luar negeri.
Belajar dari pengalaman
perusahaan gim asing yang
sukses dan mengadaptasi
praktik terbaik mereka.

   
  

Persaingan Harga yang
Ketat: Gim-gim asing
seringkali dijual dengan
harga yang lebih murah,
sehingga menyulitkan gim
lokal untuk bersaing.
  

Mengembangkan model bisnis
yang inovatif, seperti free-to-
play dengan pembelian dalam
aplikasi atau model
berlangganan. Menawarkan nilai
tambah yang unik bagi pemain,
seperti konten eksklusif, acara
komunitas, atau layanan
pelanggan yang lebih baik.
Berfokus pada kualitas dan
pengalaman bermain gim yang
unggul untuk membedakan diri
dari pesaing.

Sumber: Diskusi MRPN Lintas Sektor dengan Pendekatan
Klaster Industri Gim, Tim Kontributor dan Editor, 2024
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Evaluasi Risiko

Berdasarkan hasil pemetaan pelaku, analisis lingkungan usaha
spesifik, dan analisis perkuatan lingkungan usaha dalam industri
gim, serta evaluasi risiko maka dibentuklah prioritas tujuan yaitu
meningkatkan daya saing. Adapun pohon tujuan untuk mencapai
prioritas tujuan adalah sebagai berikut :

Berdasarkan pohon tujuan yang diberikan, berikut adalah strategi
alternatif dan indikator pengukur keberhasilannya untuk
meningkatkan kontribusi perusahaan game lokal agar dapat
bersaing secara global :

Meningkatkan Kualitas Produk Gim

• Strategi Alternatif:
Berinvestasi dalam pengembangan teknologi game:
Mengadopsi teknologi terbaru seperti Unreal Engine atau Unity,
mengembangkan fitur-fitur inovatif (misalnya, augmented
reality dan virtual reality), dan meningkatkan kualitas grafis
serta gameplay.

1.

Meningkatkan keterampilan pengembang game: Mengadakan
pelatihan internal, mengirim pengembang ke konferensi atau
workshop internasional, dan merekrut talenta-talenta terbaik.

2.

Mendorong kreativitas dan inovasi: Menciptakan lingkungan
kerja yang mendukung eksperimen, memberikan penghargaan
atas ide-ide kreatif, dan mengadakan kompetisi internal untuk
menghasilkan konsep game baru.

3.

• Indikator Keberhasilan:
Peningkatan rating dan ulasan game: Memantau rating dan
ulasan di platform seperti Google Play Store, App Store, atau
Steam.

1.

Peningkatan jumlah unduhan atau penjualan game: Melacak
jumlah unduhan atau penjualan game secara berkala.

2.

Peningkatan waktu bermain (engagement): Mengukur rata-rata
waktu bermain per pengguna, tingkat retensi pemain, dan
jumlah pemain aktif harian atau bulanan.

3.

Sumber: Diskusi MRPN Lintas Sektor dengan Pendekatan
Klaster Industri Gim, Tim Kontributor dan Editor, 2024

Gambar 5.14.4.1. Alternatif Strategi Klaster Industri Gim

Tabel  5.14.1.2. Tabel Evaluasi Risiko
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Meningkatkan Pemasaran dan Branding

• Strategi Alternatif:
Mengembangkan strategi pemasaran yang efektif:
Menargetkan pasar yang tepat, menggunakan saluran
pemasaran yang relevan (misalnya, media sosial, influencer
marketing, iklan online), dan membuat kampanye pemasaran
yang menarik.

1.

Membangun merek yang kuat: Menciptakan identitas merek
yang unik dan konsisten, mengembangkan cerita (lore) yang
menarik di balik game, dan menjalin hubungan yang kuat
dengan komunitas pemain.

2.

Memanfaatkan platform digital: Menggunakan media sosial,
forum online, dan platform streaming untuk berinteraksi
dengan pemain, mendapatkan umpan balik, dan membangun
komunitas yang setia.

3.

Membangun kerja sama dengan penerbit dan distributor
global: Bekerja sama dengan penerbit dan distributor game
terkemuka untuk menjangkau pasar internasional yang lebih
luas.

4.

• Indikator Keberhasilan:
Peningkatan kesadaran merek (brand awareness): Mengukur
jumlah penyebutan merek di media sosial, jumlah pencarian
merek di mesin pencari, dan jumlah pengikut di media sosial.

1.

Peningkatan jumlah pemain baru: Melacak jumlah pemain baru
yang bergabung setelah kampanye pemasaran.

2.

Peningkatan penjualan atau unduhan setelah kampanye
pemasaran: Membandingkan penjualan atau unduhan sebelum
dan sesudah kampanye pemasaran.

3.

Peningkatan jumlah kolaborasi dengan pihak eksternal:
Menghitung jumlah kemitraan yang berhasil dijalin dengan
penerbit, distributor, atau influencer game.

4.

Membangun Ekosistem Industri Gim yang Kuat

• Strategi Alternatif:
Meningkatkan akses ke pendanaan: Bekerja sama dengan
pemerintah dan lembaga keuangan untuk menciptakan skema
pendanaan yang lebih mudah diakses oleh pengembang game
lokal.

1.

Mendorong kolaborasi antar pelaku industri: Memfasilitasi
pertemuan, workshop, dan acara networking untuk
mempertemukan pengembang game, investor, penerbit, dan
pihak terkait lainnya.

2.

Meningkatkan infrastruktur pendukung: Mendukung
pengembangan studio game, inkubator bisnis, dan fasilitas
pelatihan untuk pengembang game.

3.

• Indikator Keberhasilan:
Peningkatan jumlah studio game lokal: Melacak jumlah studio
game baru yang didirikan.

1.

Peningkatan jumlah investasi di industri game lokal: Mengukur
jumlah investasi yang masuk ke industri game lokal.

2.

Peningkatan jumlah acara dan kegiatan industri game:
Menghitung jumlah konferensi, workshop, dan acara networking
yang diadakan untuk industri game.

3.
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Keluaran yang Diharapkan (Output)

Munculnya gim lokal-gim lokal untuk mengisi pasar nasional.  
Tersedianya tenaga kerja pengembang gim yang kompeten.  
Tersedianya Game Development Kit sehingga pengembang
gim dapat mengembangkan gim yang ada.

Manfaat yang Diharapkan (Outcome)
Adanya kebijakan yang mendorong industri gim nasional untuk
dapat memproduksi gim nasional sehingga dapat menguasai
pasar dalam negeri
Pemerintah akan mendapatkan manfaat ekonomi yang besar
dari potensi ekonomi dan peluang yang terdapat di industri gim
yang ada saat ini dan masa yang akan datang. 



Perlakuan Risiko/ Mitigasi/

Strategi

Strategi utama untuk meningkatkan kontribusi perusahaan game
lokal dan daya saing mereka di pasar global, yaitu antara lain
sebagai berikut :

1. Industri Inti dari rantai nilai klaster industri adalah Game
Developer dan Game Publisher. Dalam hal ini, Game Developer
dan Game Publisher didukung oleh Industri Pemasok (Supplier
Industry) yaitu penyedia infrastruktur hardware, penyedia sumber
daya manusia/outsourcing, penyedia konten digital, dan penyedia
layanan keuangan (seperti bank, ventura, pasar modal, dan lain-
lain). Adapun Industri Pendukung (Support Industry) yang turut
serta berperan dalam rantai nilai di industri gim indonesia adalah
penyedia jasa pemasaran, penyedia layanan logistik, penyedia
layanan hukum (konsultan), penyedia jasa jaringan (networking).
Selain itu, terdapat Lembaga/institusi yang terkait dengan sektor
industri gim itu sendiri, antara lain kemenparekraf, Kemenko
Marves, kemenkominfo, institusi Pendidikan/ kemendikbud,
Asosisasi Game Indonesia, dan Lembaga pemerintah lainnya.
Industri Gim ini sendiri terkait dengan industri lainnya seperti
Industri Animasi, Industri Musik, Industri E-Sport, dan Industri
pariwisata yang terkait satu sama lainnya. Dalam rantai nilai ini
nantinya akan mengarah kepada pembeli (buyer) sebagai
penerima produk. Pembeli ini sendiri dapat berupa
individu/instansi, maupun pembeli akhir/pengguna akhir atau toko
retail/platform digital yang nantinya akan mendistribusikan
produk game tersebut kepada end user (pengguna akhir).

2. Dengan berdasarkan analisis dengan pendekatan klaster industri
Analisis rantai nilai industri gim dengan pendekatan klaster industri
menunjukkan bahwa kolaborasi dan sinergi antar pelaku dalam
klaster sangat penting untuk meningkatkan daya saing. Efisiensi
produksi, inovasi, dan pemasaran terpadu menjadi kunci sukses.
Pengembangan sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, dan
kebijakan pemerintah yang mendukung juga berperan penting
dalam memajukan industri gim secara berkelanjutan.

3. Strategi Peningkatan Kualitas Produk Gim dimana Strategi ini
berfokus pada peningkatan kualitas teknis dan konten game,
termasuk penggunaan teknologi terbaru, peningkatan
keterampilan pengembang, dan dorongan terhadap kreativitas
serta inovasi. Indikator keberhasilan meliputi peningkatan rating
dan ulasan game, jumlah unduhan atau penjualan, dan tingkat
engagement pemain.

4. Strategi Penguatan Pemasaran dan Branding dimana Strategi ini
menekankan pentingnya membangun merek yang kuat,
mengembangkan strategi pemasaran yang efektif, memanfaatkan
platform digital, dan menjalin kerja sama dengan penerbit dan
distributor global. Indikator keberhasilan meliputi peningkatan
kesadaran merek, jumlah pemain baru, penjualan atau unduhan
setelah kampanye pemasaran, dan jumlah kolaborasi dengan pihak
eksternal.
5. Strategi Perluasan Jaringan Distribusi dimana Strategi ini
bertujuan untuk menjangkau pasar yang lebih luas melalui
kemitraan dengan penerbit dan distributor global serta
pemanfaatan platform distribusi digital. Indikator keberhasilan
meliputi peningkatan jumlah negara yang terjangkau, penjualan
atau unduhan di pasar internasional, dan peringkat game di
platform distribusi.

6. Strategi Pembangunan Ekosistem Industri yang Kuat dimana
Strategi ini melibatkan peningkatan akses ke pendanaan,
mendorong kolaborasi antar pelaku industri, dan meningkatkan
infrastruktur pendukung. Indikator keberhasilan meliputi
peningkatan jumlah studio game lokal, jumlah investasi di industri
game lokal, dan jumlah acara serta kegiatan industri game.
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Review/Implikasi Manajerial

Review/implikasi manajerial yang dapat dilakukan dalam upaya
meningkatkan kontribusi industri gim dalam sektor ekonomi
kreatif antara lain sebagai berikut: 

1. Perusahaan gim lokal perlu mengembangkan produk yang
memiliki keunggulan kompetitif yang jelas dibandingkan dengan
game asing. Ini bisa berupa tema dan karakter yang relevan
dengan budaya Indonesia, gameplay yang unik dan inovatif, atau
kualitas grafis yang tinggi. Selain itu, perusahaan juga perlu
memperhatikan tren pasar dan preferensi pemain untuk
memastikan produk mereka tetap relevan dan menarik.

2. Perusahaan game lokal perlu membangun merek yang kuat dan
mudah diingat oleh konsumen. Ini melibatkan pengembangan
identitas merek yang konsisten, pembuatan cerita yang menarik di
balik game, dan penggunaan saluran pemasaran yang tepat untuk
menjangkau target audiens. Selain itu, perusahaan juga perlu aktif
berinteraksi dengan komunitas pemain melalui media sosial, forum
online, dan acara-acara game.

3. Perusahaan game lokal perlu menjalin kemitraan strategis
dengan berbagai pihak, termasuk penerbit dan distributor game
global, platform distribusi digital, serta pemerintah dan lembaga
keuangan. Kemitraan ini dapat membantu perusahaan dalam hal
pendanaan, pemasaran, distribusi, dan pengembangan teknologi. 

4. Perusahaan game lokal perlu berperan aktif dalam membangun
ekosistem industri game yang kuat di Indonesia. Ini melibatkan
kolaborasi dengan sesama pengembang game, investor,
pemerintah, lembaga pendidikan, dan pihak terkait lainnya.
Perusahaan juga perlu mendukung pengembangan talenta lokal,
meningkatkan akses ke pendanaan, dan memperkuat infrastruktur
pendukung industri game.

5. Perusahaan game lokal perlu secara terus-menerus memantau
dan mengevaluasi kinerja strategi mereka. Ini melibatkan
pengumpulan data tentang penjualan, unduhan, rating, ulasan,
kesadaran merek, dan metrik lainnya. Berdasarkan data ini,
perusahaan dapat mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan
dan melakukan penyesuaian strategi yang diperlukan.

6. Melakukan Peningkatan Koordinasi Lintas Sektor antara
pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan usaha dalam
industri gim. Manajer di berbagai sektor perlu meningkatkan
kemampuan kolaborasi dan komunikasi untuk memastikan
kelancaran pelaksanaan program yang dijalankan dalam lintas
sektor.
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7. Berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan
terutama melibatkan industri dan pelaku ekraf dalam penciptaan
gim nasional.

8. Melibatkan asosiasi sejak awal berjalannya proses bisnis
termasuk juga dalam penyeleksian partisipan yang akan mengikuti
pameran atau kursus singkat di luar negeri.



Gambar 5.14.7.1.   Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif

Industri gim di Indonesia memiliki potensi besar, namun
perlu langkah strategis untuk memaksimalkannya.
Penguatan ekosistem industri melalui kolaborasi,
pengembangan SDM yang kompeten, peningkatan akses
pembiayaan dan pasar, penyediaan infrastruktur teknologi
memadai, serta regulasi yang mendukung menjadi kunci.
Fokus pada konten lokal dan peningkatan kesadaran
masyarakat juga penting untuk mendorong pertumbuhan
industri gim yang berkelanjutan dan berdaya saing global.

Mengingat kompleksitas program yang dibutuhkan untuk
meningkatkan industri gim, perlu dikembangkan sistem
manajemen risiko yang efektif untuk mengidentifikasi dan
mengatasi potensi masalah yang mungkin muncul. Selain itu,
evaluasi program secara berkala penting dilakukan untuk
mengukur dampak program, mengidentifikasi area
perbaikan, dan memastikan bahwa program memberikan
manfaat yang optimal.

Pembiayaan Venture Capital merupakan satu faktor utama
yang dapat mempercepat pengembangan ekosistem
industri gim, sehingga diperlukan pengambilan kebijakan
terkait akses pembiayaan bagi stakeholder game developer.

SDM, kebutuhan tenaga ahli dan inovasi merupakan faktor  
yang mempengaruhi (selain pembiayaan) pada
pengembangan industri gim, sehingga kebijakan
pembangunan SDM terkait teknologi informasi dapat
mendukung percepatan tumbuhnya industri gim dan juga
berkolaborasi dengan  pihak swasta/profesional

Rekomendasi

Dokumentasi Memperingati Hari Gim Indonesia (8 Agustus 2023)
Sumber: Youtube Kemenparekraf
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Ikhtisar

Penerapan MRPN Lintas Sektor merupakan suatu keharusan dalam
rangka mencapai kesuksesan program. Sering kali banyak program
dan proyek dan pemerintah yang tidak dapat berjalan dengan baik
salah satunya diakibatkan oleh pemikiran dan ego sektoral dari
masing-masing pihak (silo mentality). Konsepsi dan telaah
implementasi MRPN Lintas Sektor ini menjadi sebuah gambaran
komprehensif dimana MRPN Lintas Sektor menjadi salah satu
solusi dalam memitigasi risiko yang bersifat ancaman
(threat/down-side risk) dan dapat memaksimalkan risiko yang
bersifat peluang (opportunity/upside risk). 

Secara umum, bercermin dari contoh program/proyek strategis
nasional yaitu KPBU SPAM Regional 1 Jatiluhur. Buku ini mencoba
untuk membuat telaah MRPN Lintas Sektor bidang pariwisata yaitu
DPSP Labuan Bajo, dan telaah MRPN Lintas Sektor bidang  
Ekonomi Kreatif untuk klaster industri gim. Dalam telaah ini,
dilakukan mulai dari Prinsip, Kerangka Kerja dan Proses MRPN
Lintas Sektor. Pada Proses MRPN Lintas Sektor telah dilakukan
telaah tahapan komunikasi dan konsultasi, penetapan lingkup,
konteks dan kriteria, asesmen risiko, dan evaluasi risiko. Namun
masih terdapat beberapa hal yang dapat ditingkatkan diantaranya  
(i) awareness kepada para pemangku kepentingan atas
pentingnya penerapan MRPN dalam rangka untuk meningkatkan
budaya risiko (risk culture), (ii) keterkaitan antara risiko strategis
dan risiko operasional lintas sektor sehingga diperlukan suatu
pedoman teknis yang lebih terperinci sehingga dapat menjadi
rujukan resmi dalam implementasi Perpres No 39 Tahun 2023. 

Aspek lain yang perlu menjadi perhatian adalah pada tahapan
proses perencanaan, dimana semua sasaran yang ditetapkan harus
memenuhi kriteria SMART Objective. Hal ini dikarenakan proses
manajemen risiko sangatlah objektif sentris, sehingga perlu
pendetailan sasaran-sasaran dalam tahapan perencanaan. 

Selain itu, proses manajemen risiko yang dilakukan juga masih
pada tataran penilaian dari segi kualitatif, di masa mendatang
diharapkan dengan semakin meningkatnya pemahaman terkait
implementasi MRPN Lintas Sektor dalam pelaksanaan
program/proyek strategis nasional maka juga akan dilakukan
penilaian risiko dari segi kuantitatif. Hal ini bertujuan agar terdapat
penilaian secara matematis atas kondisi-kondisi yang ada sehingga
meningkatkan unsur objektivitas dalam implementasi MRPN Lintas
Sektor serta dapat prudent dalam pengambilan keputusan. 

Dalam jangka panjang, untuk melakukan evaluasi atas
implementasi MRPN Lintas Sektor perlu dilakukan penilaian Indeks
Kematangan Risiko (Risk Maturity Index) secara berkala dengan
menggunakan standar yang sama. Hal ini dimaksudkan untuk
mengukur tingkat kualitas rancangan dan efektivitas manajemen
risiko atas implementasi MRPN Lintas Sektor agar sesuai dengan
yang diharapkan. 

Diperlukan kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah pusat,
pemerintah provinsi/kabupaten/kota, BUMN, BUMD
provinsi/kabupaten/kota, BUMDes (BUMD Desa) dalam
mengimplementasikan MRPN Lintas Sektor terutama yang nanti
tercantum dalam RPJMN 2025-2029 serta RPJMD 2025-2029
provinsi/kabupaten/kota. Tentunya ekosistem yang melingkupi
stakeholder tersebut di atas juga perlu memahami MRPN Lintas
Sektor ini. Pendekatan kolaboratif ini tidak hanya akan
memperkuat koordinasi antar sektor dan stakeholder, tetapi juga
memungkinkan pemanfaatan sumber daya yang lebih optimal.
Selain itu, peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya
manusia melalui pelatihan dan workshop secara berkala sangat
diperlukan untuk memastikan bahwa semua pemangku
kepentingan memiliki pemahaman yang mendalam dan terkini
mengenai praktik terbaik dalam manajemen risiko. Dengan
demikian, penerapan MRPN Lintas Sektor dapat berjalan lebih
efektif dan konsisten, serta mampu menjawab tantangan-
tantangan yang muncul dalam pelaksanaan program/proyek
strategis nasional. 172171



PENUTUP

Tindak lanjut hasil temuan dengan tujuan agar dapat membantu
dalam menyusun strategi yang lebih efektif untuk MRPN lintas
sektor sebagai berikut:

Ketidakselarasan antara cascading sasaran dan kerangka logis
tujuan program menunjukkan adanya disconnect antara
strategi tingkat tinggi dan implementasi operasional

1.

Ketiadaan sasaran yang konkret dan operasional dalam
dokumen perencanaan formal (perlunya perbaikan dalam
proses perencanaan dan dokumentasi)

2.

Kompleksitas dalam menentukan entitas sektor utama
memerlukan pendekatan yang lebih terstruktur untuk
pemetaan peran dan tanggung jawab

3.

Kriteria evaluasi risiko yang tidak dapat digeneralisasikan
menunjukkan bahwa pendekatan satu ukuran untuk semua
tidak efektif dalam konteks lintas sektor

4.

Penelitian ini menyoroti kebutuhan mendesak untuk
meningkatkan kompetensi penyelenggara lintas sektor

5.

Kendala MRPN lintas sektor disebabkan oleh:

Penentuan ruang lingkup penilaian risiko yang belum jelas,
ketidakjelasan dalam menentukan ruang lingkup penilaian
risiko menyebabkan ketidakpastian dalam mengidentifikasi dan
mengevaluasi risiko. Hal ini menghambat penyelenggara dalam
menentukan prioritas dan area fokus yang perlu diperhatikan,
sehingga berpotensi mengabaikan risiko penting yang dapat
mempengaruhi keberhasilan proyek.

Inkonsistensi kebijakan manajemen risiko, masing-masing
entitas yang terlibat dalam proyek ini sering kali menerapkan
kebijakan penyelenggaraan manajemen risiko sesuai dengan
konteks internal mereka sendiri. Hal ini menciptakan
inkonsistensi dalam pendekatan dan metodologi yang
digunakan, mengakibatkan kesulitan dalam mengkoordinasikan
dan menyelaraskan upaya manajemen risiko secara keseluruhan

Keterbatasan akses data dan informasi, akses data dan
informasi terkait proyek atau kegiatan sebagai bahan untuk
melakukan pemantauan atas key risk indicator sangat terbatas.
Keterbatasan ini menghambat kemampuan untuk memantau
dan mengevaluasi risiko secara akurat dan tepat waktu,
sehingga mengurangi efektivitas dalam pengambilan keputusan
manajemen risiko

Kriteria evaluasi risiko yang beragam, kriteria evaluasi risiko
yang tidak dapat digeneralisir antara entitas membuat penilaian
risiko menjadi lebih kompleks. Setiap entitas memiliki standar
dan tolok ukur yang berbeda dalam menilai risiko, yang
menyebabkan ketidaksesuaian dalam hasil penilaian dan
interpretasi risiko

Profil risiko strategis lintas sektor  belum banyak tereksplorasi
secara optimal karena instrumen kebijakan yang ada saat ini
belum sepenuhnya didesain dalam mengakomodasi sinergi
kolaborasi lintas sektor
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